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ABSTRAK 

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelafihan 
Pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

Karni Anita Patriah 
Email : kamianitapatriah@gmail.com 

Program Pasca Srujana 
Universitas Terbuka Indonesia 

Sumber Daya Aparatur mempunyai peran penting dalam merealisasikan 
pencapaian tujuan organisasi publik, dan juga memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat pada berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali menciptakan 
ketertiban umum, keamanan dan penanganan kerawanan bencana kebakaran. ASN 
Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang berkualitas dalam melaksanakan 
togas dan fungsinya, mengembangkan sumber daya aparatur dimilikinya dengan 
pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
memahami peiaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan 
sumber daya aparatur, dan fuktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaannya. 

Penelitian ini beJjenis kualitatif-deskriptif dengan sumber data yang 
diperoleh dari 12 (dua belas) informan yang dipilih dengan pertimbangan 
penguasaan dan tanggung jawab bidang keija pada unit keijanya. Pengumpulan 
data primer dengan teknik wawancara melalui instrumen yang disiapkan dalam 
pedoman wawancara, dan data sekunder dengan studi dokumen. Analisis data 
kualitatif dengan perspektifMiles dan Hubberman. 

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu pengembangan sumber daya 
aparatur dengan melakukan promosi jabatan tertentu, penempatan sesuai dengan 
bidang pendidikan pegawai, memberi kesempatan mengikuti pendidikan yang 
lebih tinggi, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik secara internal 
seperti pembinaan,dan inhouse training, dan eksternal dengan mengikutsertakan 
dalam diklat fungsional dan teknis seperti pengelolaan keuangan, bendahara, 
diklat dasar untuk petugas Satpol PP dan PMK dengan pola tertentu, dan diklat 
fire resque. 

T emuan penting dalam penelitian ini bahwa diklat tidak dapat dilaksanakan 
secara berkelanjutan sejak dilaksanakan terakhir pada tahtm 2011 dan praktis diisi 
dengan diklat internal yang dari segi materi maupun narasumber yang dilibatkan 
kurang memadai untuk merealisasikan diklat yang beijenjang dan berkelanjutan 
untuk petugas keamanan dan penanganan masalah kebakaran yang juga tidak 
dilaksanakan setiap tahun sampai dengan saat ini. 

Faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut disebabkau tidak tersedianya 
anggaran, belum mengakomodir perencanaan yang baik, jumlah petugas lapangan 
yang banyak, perbedaau dua fungsi berbeda dalam organisasi sehiugga diklat 
tidak terlaksana secara kontinu dari beijeujang. 

Kata Kunci : Pengembangan, Pendidikau dan Pelatihan, dan Sumber Daya 
Aparatur. 
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ABSTRACT 

Development of Apparatus Resources through Education and Training on 
Satpol PP and PMK Bulungan District 

Kami Anita Patria 
Email: kamianitapatriah@gmail.com 

Graduate program 
Open University of Indonesia 

Resource Apparatus has an important role in realizing the achievement of 
the objectives of public organizations, as well as providing the best service to the 
community in various aspects of life including the exception of creating public 
order, security and handling of fire disaster vulnerability. Quality ASNs in Satpol 
PP and Bulungan.District PMKs in carrying out their duties and functions are 
realized with the development of apparatus resources through education and 
training. This study aims to describe and understand the implementation of 
education and training in the framework of the development of apparatus 
resources, and the factors that become obstacles implementation. 

This research is qualitative-descriptive type with data source obtained from 
12 (twelve) informants selected with consideration of control and responsibility of 
work field in his work unit. Primary data collection by interview techniques 
through instruments prepared in interview guidelines, and secondary data with 
document studies. Analysis of qualitative data with the perspective of Miles and 
Hub berman. 

This research resulted in the findings of the development of apparatus 
resources by conducting promotion of certain positions, placement in accordance 
with the field of employee education, providing higher education opportunities, 
and carrying out education and training both internally such as coaching and 
inhouse training, and externally by engaging in functional and technical training 
such as financial management, treasurer, basic training for Satpol PP and FMD 
officers with specific pattern, and fire resque training. 

An important finding in this research is that training and training can not be 
carried out continuously since last conducted in 2011 and practically filled with 
internal training in terms of material and resource persons who are involved 
insufficient to realize tiered and continuous training for security officers and 
handling fire problems which also not implemented every year until now. 

The factors that become constraints are caused by unavailability of budget, 
not yet accommodate good planning, number of field officer that many, difference 
of two different jUnction in organization so that the training is not done 
continuously and tiered. 

Keywords: Development, Education and Training, and Apparatus Resources. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Prom Organisasi Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

Organisasi Perangkat Daerah (biasa disingkat OPD) Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau disingkat Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2016 tentang 
I 

:I Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan 

' 

Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan. 

Pembentukan Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan sesuai dengan 

dasar peraturan kepala daerah adalab melaksanakan tugas penunjang di 

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 

yang meliputi di dalamnya urusan ketentraman dan ketertiban umum dan 

penanganan permasalahan kebakaran. Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan 

daerab, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya 
I 
I 

I I aparatur, dan penanggulangan masalah kebakaran; 

I 

. i 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan 

daerah, ketertiban umum dan ketentrarnan masyarakat, sumber daya 

aparatur, dan penanggulangan masalah kebakaran; 

c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

79 
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I 

, I 
' 
! 

' 
. I 
I 
I 

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan nmnm di bidang 

penegakan perundang-oodangan daerah, ketertiban nmnm dan 

ketentraman masyarakat, somber daya aparatnr, dan penanggulangan 

masalah kebakaran; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang 

penegakan perundang-oodangan daerah, ketertiban nmnm dan 

ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana, 

dan perlindoogan masyarakat; 

f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan danlatau 

Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman 

masyarakat dan ketertiban nmnm dengan aparat Kepolisian Negara, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau/aparatur 

Iainnya; 

g. Pelaksanaan urusan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran; 

h. Pembinaan Kelompok Jabatau Fllllgsional; 

i. Pembinaan pelaksanaan tugas UPT Dinas; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya meliputi : 

1 ). Mengikuti proses penyusllllan peraturan perundang-lllldangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk huknm daerah; 

2). Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara 

dan tamu negara; 
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I 

I 

I 

3 ). Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belnrn 

teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

4). Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan 

nrnum dan pemilihan umnrn kepala daerah; 

5). Membantu pengamanan dan penerttban penyelenggaraan keramaian 

daerah danlatan kegiatan yang berskala massal; dan 

6). Pelaksanaan tugas pemerintahan nrnum lainnya yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan tugas dan fimgsi yang diemban oleh Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan, secara singkat tugas pokok dan fimgsinya meliputi : 

a. Penegakan Perundangan-Undangan dan Peraturan Daerah. 

b. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

c. Penanggulangan masalah kebakaran. 

d. Perlindungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah yang setiap 

waktu melliadi kewenangan dari Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan, 

beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan meliputi : 

a. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan 

Kebersihan di Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan. 

b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil. 
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c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan. 

d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tala Ruang 

Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032. 

e. Peraturan Daeral1 Nomor 2 Tahun 2014 teutang Bangunan Gedung. 

f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 teutang Pajak-Pajak Daerah. 

g. Peraturan Daerah Nomor I 0 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum 

h. Peraturan Daeral1 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 

i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu. 

Dalam peijalanan pe1aksanaan tugas-tugas yang te1ah dilakukan oleh 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan sesuai togas pokok dan fungsinya 

meliputi: 

a. Razia kedisiplinan bagi PNS di lingkungan Kabupateu Bulungan. 

b. Gelar pasukan dalam rangka pemelibaraan ketertiban dan ketentraman. 

c. Pengamanan dan peugawalan pimpinan daerah dan pejabat penting 

laiunya. 

d. Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

e. Patroli Kawasan Terpadu. 

f. Penanganan permasalahan pemadaman kebakaran di wilayah kota. 

Da1am melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan menetapkan visi yaitu : 

"Terwujudnya kondisi yang dinamis melalui ketentraman dan ketertiban umum 

dan penegakan Peraturan Daerah!Kepala Daerah serta menciptakan rasa aman 
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terhadap ancaman bahaya bencana kebakaran bagi masyarakat di Kabupaten 

Bulungan" 

Sedangkan misi yang juga ditetapkan dalam upaya mencapai visi tersebut 

yaitu "Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang aman, damai,sejahtera, 

adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia". Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut Satpol PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan mengarahkan kepada beberapa hal yaitu : 

a. Peningkatan fungsi pemelibaraan ketentraman, ketertiban dan penegakan 

Peraturan Kepala Daeral1 serta perlindungan masyarakat dengan membentuk 

sumber daya manusia yang profesional. 

b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dibidang pengembangan 

pengamanan kerakyatan yang mandiri melalui pengadaan sarana dan 

prasarana yang memadai dan pemanfuatan teknologi informasi dalam 

meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan 

masyarakat. 

c. Menjalin kemitraan dengan aparat huknm laimiya, dan berkoordinasi serta 

bekeijasama dengan mitra keamanan dalam memelihara ketenteraman dan 

ketertiban umum terkait peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. 

d. Memberdayakim masyarakat dan anggota linmas menuju terwujudnya 

ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kewaspadaan 

masyarakat terhadap balmya kebakaran. 

e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD laimiya dalam hal penegakan 

disiplin aparatur. 
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f. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran; 

g. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan tindakan 

pencegahan bahaya kebakaran; 

h. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran lingkup 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadarn Kebakaran. 

2. Struktur Organisasi dan Komposisi Sumber Daya Manusia 

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ditetapkan komposisi struktur 

organisasi Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dalarn 4 (empat) bidang 

dan I (satu) Sekretariat Adapun uraian tugas dan susunan organisasi di Satpol 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kepala, 

b. Sekretariat, yang membawai sub-sub bagian : 

I). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, yang membawahi : 

I). Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. 

2 ). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang 

I membawahi: 
I 

I). Seksi Operasi dan Pengendalian. 

2). Seksi Keljasarna dan Perlindungan Masyarakat. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, yang membawahi : 

1 ). Seksi Pelatihan Dasar. 

2). Seksi Teknis Fungsional. 
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f Bidang Penanggulangan Masalah Kebakaran, yang membawahi : 

1 ). Seksi Peningkatan SDM, dan Penyuluhan PMK. 

2). Seksi Operasional dan Penanggulangan Masalah Kebakaran. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur organisasi Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

digambarkan sebagai berikut : 

Kepala 

Kelompok Sekretnrint I --"<····-. "''•"" . 
Jabatan 

Fungsional ---- ·- < --- o-• V•--~-- •·•··-•··-- •. 
I 

----··-:·· I 
Subag Subag 

Perencanaan & Umum& 
Keuangan Kepegawaian 

I 
.. 

I I 
Bidang Bid aug Bidang Bidaug 

Penegakan Ketertibau Umum Sumber Daya Penanggulangan 
Perundangan- & Ketentrrunan Aparatur Mnsalah 

Urulangao Daerah Masyarakat Kebakaran 

I I I . '"'"" 

Scksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi 
Pembina Pat)-elidi Operasi & Kerjasama Petatihan Tcknis Peningkat Oprs& 

an, Pengaw kan& Pengendal & Dasar Fungsio anSDM Penanggul 
asan&Pe Penyidi ian Perlindun nal &Penyu angan Ma 
nyuluhan kan ganMasy. Juhan sal..h Ke 

PMK halmrnn 

UPf 

I Dinas 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

Sumber : Data Sekunder, 2017 

Menelaah struktur organisasi yang digambarkan diatas, fungsi 

pelaksanaan tekuis seperti penegakan perundangan-undangan daerah/kepala 
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daerah, ketertiban omom dan ketentraman masyarakat, dan penanggulangan 

masalah kebakaran dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang, yaitu bidang penegakan 

perundang-undangan daerah, bidang ketertiban omom dan ketentraman 

masyarakat, dan bidang penanggulangan masalah kebakaran. Namun untuk 

pelaksanaan urusan pengembangan teknis atau fungsional somber daya 

aparatur yang melaksanakan 3 (tiga) tugas utama organisasi ini menjadi 

tanggung jawab bidang somber daya aparatur. 

Tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan 

daerah adalah merumuskan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan dan penegakan peraturan perundang-tmdangan 

serta melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan penegakan peraturan 

produk hnkum daerah. 

Bidang ketertiban umom dan ketentraman masyarakat mempunyai 

tugas dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyusunan pedoman 

dan petunjuk teknis ketertiban umom dan ketentraman masyarakat serta 

melaksanakan teknis operasional penyelenggaraan dan pengendalian 

ketertiban omom dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

Bidang penanggulangan masalah kebakaran mempunyai tugas dan 

fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis bidang penanggulangan masalah kebakaran, melaksanakan 

pembinaan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan bidang penanggulangan masalah kebakaran meliputi peningkatan 

somber daya manusia dan penyuluhan pemadam kebakaran serta operasional 

pemadam kebakaran. 
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Bidang sumber daya aparatur mempunyai tugas dan fungsi yaitu 

merumuskan kebijakan teknis, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan sumber daya aparatur serta melaksanakan pendayagunaan aparatur 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Jumlah anggota Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan mencapai 

115 (seratus lima belas) orang. Komposisi pegawai yang berada pada Satpol 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu : 

Tabel4J. Komposisi Pegawai Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan Menurut Tingkat 

Pendidikan Tahun 2017 

Pendidikan Jumlah Persentase 

Sarjana (S-1) 15 13,04 

SMA 92 80,00 

SMP 18 15,65 

Jumlah 115 100.00 

Sumber: Data Sekunder, diolah, Tahun 2017. 

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa dari keseluruban sumber 

daya manusia pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan mayoritas 

berpendidikan SMA sekitar 80 %. Besamya jumlab pegawai yang 

berpendidikan bukan Satjana disebabkan oleh pelaksanaan peketjaan yang 

menjadi tanggung jawab Satpol PP dan PMK yang berkaitan dengan tugas­

tugas lapangan seperti pengamanan, penertiban dan ketentraman, serta 

penanganan masalah pemadaman kebakaran. 
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Komposisi Sumber Daya Aparatnr mennrnt jabatan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel4.2. Komposisi Snmber Daya Aparatnr Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan Mennrnt Jabatan Tahun 2017 

Jenis Jabatan Jnmlah Persentase 
(Org) (%) 

Struktnral (Eselon II) 1 0,8 

Struktnral (Eselon 111) 5 4,35 

Struktural (Eselon IV) 10 8,70 

Administrasi (Keuangan, Kearsipan, Pengnrns 8 6,96 

Baran g) 

Petugas Keamanan 56 48,70 

Petugas Pemadam Kebakaran 35 30,43 

Jumlah 115 100 

Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2017 

Jumlah pegawai Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan tersebut, 

sebagian besar atau kurang lebib 91 orang adalah petugas lapangan dan 

kurang lebib 8 orang sebagai pegawai administrasi, serta selebibnya adalah 

pejabat struktural di berbagai hirarki. Oleh sebab itu peran pegawai di bagian 

lapangan sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan. Kemampuan teknis dan 

operasional wajib dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas 

di lapangan. 

Untuk mengemban tugas tersebut Satpol PP dan PMK sangat 
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mengandalkan ketersediaan snmber daya mannsia. Dalam mennnjang 

tugasnya yang mayoritas bersentuban langsnng dengan ketentraman dan 

ketertiban serta pengendalian kebakaran, tidak hanya pada aspek jumlah 

personil yang dimiliki tetapi juga kemampuan teknis di lapangan sangatlah 

penting. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh 

snmber daya aparatur tersebut, maka pengembangan kemampuan teknis dan 

fungsional pada saat di lapangan perlu dilakukan melalui pendidikan dan 

pelatihan teknis maupun fungsional. 

3. Pengembangan Somber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan 

Pengembangan snmber daya manusia merupakan salah satu strategi 

organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan semestinya. 

Manajemen snmber daya manusia berkaitan dengan strategi 

mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. 

Menumt Mangkunegara (2005:2) MSDM adalah "suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemisahan tenaga keJja dalam rangka mencapai tujuan organisasi." 

Pengembangan snmber daya manusia dalam sektor publik penting 

nntuk dilakukan, hal ini disebabkan pemerintah hams selalu bempaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan sangat bergantnng pada 

kualitas snmber daya man usia yang profesional. 

Menurut Notoatmodjo, (1998:2-3) yang mengungkapkan 

"pengembangan sumber daya manusia (human resources dtn~elopment) 
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merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia, 

yaitu mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya 

manusia". 

Menurut Silalahi, (2000:249) yaitu "pengembangan sumber daya 

manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber 

daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui peAdidikan, latiban, 

dan pembinaan". 

Menurut Hasibuan (2002:69) yang mengemukakan bahwa: 

"pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

tekuis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekeijaan!jabatan melalui pendidikan dan pelatihan". 

Menurut Sutrisno, (2009:9) pengembangan sumber daya manusia 

merupakan "proses peningkatan keterampilan tekuis, teoritis, konseptual 

dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan, 

hendaknya sesuai kebutuhan pekeijaan masa kini maupun masa yang akan 

datang". 

Menyimpulkan dari rangkaian konsep-konsep yang telah diuraikan, 

pada intinya pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya 

meningkatkan kualitas manusia dengan penekanan kepada peningkatan 

kemampuan teoritis (konseptual), tekuis, dan non teknis ( etika dan moral) 

serta spiritualitas pegawai dengan pendidikan formal, pendidikan dan 

pelatihan ataupun pembinaan-pembinaan. 

Menurut Siagian (1996:199) bahwa tuntutan pengembangan swnber 

daya manusia juga dapat terjadi karena pertimbangan : a) pengetahuan 
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karyawan yang perlu pemutakhiran, b) masyarakat selalu berkembang 

dinamis dengan mengalami pergeseran nilai-nilai tertentu, c) persamaan hak 

memperoleh pekeljaan, d) kemungkinan perpindaban pegawai yang 

merupakan kenyataan dalam kehidupan organisasional. 

Menurut Hasibuan, (2008:72) babwa bentuk pengembangan 

dikelompokkan atas pengembangan secara informal dan pengembangan 

secara formal. 

a). Pengembangan Secara Informal 

Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan 

dan usaba sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan 

mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan 

pekeljaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal 

menunjukkan babwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju 

dengan cara meningkatkan kemampuan keljanya. Hal ini bermanfaat 

bagi perusabaan karena produkti.vitas kelja karyawan semakin besar, 

disamping efisiensi dan produkti.vitasnya juga semakin baik. 

b). Pengembangan SecaraFonnal 

Pengembangan secara formal yaiU! karyawan ditugaskan 

perusabaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang 

dilakukan perusabaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga­

lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal 

dilakukan di perusabaan karena Uintutan pekeljaan saat ini ataupun 

masa datang, sifatnya non karier atau peningkatan karier seorang 

karyawan. 
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Pelatihan dan pengembangan (training dan development) memang 

memerlukan biaya yang cukup besar, namun investasi di bidang 

manusia tersebut (human investment) akhirnya akan menyumbangkan 

produktivitas yang sangat tinggi bagi organisasi atau perusahaan. Untuk 

itu organisasi atau perusabaan tentunya akan memetik Iaba yang 

berlipat ganda di waktu yang akan datang. 

Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara 

cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiab serta berpedoman 

kepada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun 

untuk masa depan. Pengembangan harus bertujuan tmtuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya 

produktivitas keJjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. 

Pengembangan sumber daya aparatur yang telab dilaksanakan 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan pada umumnya melalui 

promosi untuk menduduki suatu jabatan struktural kepada pegawai 

yang telab memenuhi syarat kepangkatan dan Daftar Urut Kepangkatan, 

memberikan kesempatan meningkatkau jenjang pendidikan bagi 

pegawai dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan 

pelatihan fungsional dan teknis. 

Promosi dilakukan kepada pegawai sebagai suatu hak yang wajib 

diberikan apabila telah memenuhi unsur persyaratan dan kebutuhan 

organisasi di masa mendatang. Pegawai yang telab memenuhi pangkat 

dasarnya dan ada mutasi pegawai ke luar organisasi, maka pegawai 

yang berada di bawabnya dapat diberikan kesempatan untuk menduduki 
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jabatan fungsional atau struktural. Upaya ini merupakan salah satu 

imp1ementasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber 

daya aparatur yang ada pada Satpo1 PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

da1am rangka regenerasi dan kaderisasi. 

Da1am wawancara yang 1ebih menda1am dengan Sekretaris Satpo1 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan yang menje1askan dalam Kutipan 

berikut: 

"pengembangan SDM dimulai pada saat menempatkan pegawai 
disesuaikan dengan disiplin ihnunya. Misalnya srujana hukum 
diletakkan di Bidang Perda dan Trantib, Srujana Ekonomi 
diletakkan di Sekretariat, Sospo1 di bagian Sekretariat Promosi 
kepada PNS untuk menempati posisi tertentu sesuai kepangkatan, 
memberi kesempatan tugas be1ajar atau izin be1ajar, tapi 
umumnya izin be1ajar, dan ikut dalam bimtek atau diklat-diklat 
teknis sesuai bidang pekeJjaaunya" (Sumber : Kutipan 
Wawancara, tangga1, 2 Oktober 2017). 

Berdasarkan penje1asan tersebut pengembangan sumber daya 

aparatur dilakukan me1alui berbagai kebijakan-kebijakan yang te1ah menjadi 

norma-norma da1am kepegawaian pemerintah daerah seperti : 

a. Peraturan Pemerintah Republik fudonesia Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsiona1 Pegawai Negeri Sipil. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil. 

c. Peraturan Pemerintah Nom or 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 

Pegawai N egeri Sipil. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Talnm 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipi1 dalam Jabatan Struktura1 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai N egeri Sipil. 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi 

Pamong Praja. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong I'n\ia. 

Penempatan pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki 

telah dilakukan di masing-masing bidang yang menjadi tugas pokok 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keija dan kineija yang 

dihasilkan agar lebih memadai. Promosi dilakukan dengan mengnsulkan 

pegawai-pegawai berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) kepada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Stunber Daya Manusia Kabupaten 

Bulungan, memberi kesempatan pegawai yang punya keinginan dan 

kemampuan ekonomi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi, dan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis untuk 

bendahara pengeluaran, pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat 

pelaksana teknis kegiatan, pengelolaan a set (Barang Milik Daerah ), 

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Berbagai Pola, Pendidikan dan Pelatihan 

Dasar Pemadam Kebakaran (Based Fire Training), Fire Resque, dan 

Pelatihan Bela Diri. 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan diperoleh 

menggambarkan tentang kesempatan yang diberikan untuk meningkatkan 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun dalam implementasinya tidak 

banyak pegawai yang mengambil kesempatan tersebut disebabkan 

mekanisme izin belajar memerlukan dukungan pembiayaan secara mandiri 

dari pegawai yang bersangkutan. 

Upaya mengembangkan sumber daya aparatur melalui pendidikan 

dan pelatihan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 

pendekatan. Menurut Sule dan Saefullah, (2009:205) secara garis besar 

mengemukakan pendekatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan meliputi off the job dan on the job training. Program pelatihan 

pada umumnya dilakukan melalui metode off the job training yaitu 

pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan 

pada pegawai untuk keluar dari mtinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam 

mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan, 

pendekatan on the job training adalah pendekatan pelatihan yang diberikan 

ditempat kerja. 

Dalam implementasinya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten 

Bulungan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di 

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong 

Praja. 
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Menurut Permendgari Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa 

ootuk menjadi aparatur pemadam kebakaran hams memenuhi persyaratan 

agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk 

mengemban petugas pemadam kebakaran hams memenuhi persyaratan 

umum mengenai pengetahuan standar operasi institusi pemadam kebakaran, 

sedangkan ootuk persyaratan khusus adalah lulus basic fire training 

(pelatihan dasar kebakaran), dan lulus tes psikologi yang mendukung misi 

pemadam kebakaran. Persyaratan pendidikan dan pelatihan yang wajib 

diikuti oleh petugas pemadam kebakaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Klasifikasi Jenis Pendidikan dan Pelatihan Berbagai Level Pada 

Aparatur Pemadam Kebakaran Menurut Permendagri Nomor 16 

Tahoo2009 

No. Level Jenis Kompetensi 
Aparatur Pendidikan dan 

PMK Pelatihan 
I. Pemadam I Basic Fire Keahlian menggunakan AP AR, peralatan 

Training. pemadam kebakaran, perlindungan diri, 
dan pertolongan kebakaran 

2 Pemadam2 Basic Fire Prosedur penyelamatan, prosedur 
Training. pemutusan aliran Iistrik, pemantauan 

dampak kebakaran, dan teknis perawatan 
darurat medis. 

3. Pemadam3 Basic Fire Teknis masuk secara paksa, mernahami 
Training. system penyediaan dan distribusi air, 

menentukan a! at dan tipe pelindung, 
memirnpin pleton, pelaporan kejadian 
kebakaran, rnemahami SOP peralatan 
pernadam dan penyelamatan, membaca 
peta lingkungan dan rnenguasat data 
sumber air. 

4. Operator Basic Fire Mampu menggunakan dan rnernelihara 

Mobil Training. unit mobil pemadam kebakaran; 

Kebakaran mengurus kebutuhan perawatan dan atau 
kendaraan yang dirniliki oleh institusi 
pernadarn kebakaran (JPK), rnengums dan 
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5. Mobil Montir 
Kebakaran 

6. Caraka 

7. Operator 
Komunikasi 
Kebakaran 

Sumber : Analisis Peneliti 

Basic Fire 
Training. 

Basic Fire 
Training. 

Basic Fire 
Training. 

mengatur pool mobillkendaraan, 
menentukan jenis/tlpe mobil atau 
kendaraan yang dibutuhkan dalam usaha 
pencegaban dan penanggulangan 
kebakaran serta pertolongan dan atau 
penyelamatan terhadap bencana lain; dan 
menyusun laporan basil pelaksanaan 
tugas secara rinci dan jelas. 
Mampu melaksanakan usaba-usaha 
pemeriksaan dan perbaikan selurub 
peralatan teknis operasional kebakaran 
dan kendaraan kebakaran secara periodik 
maupun iusidentil, pengujian mesin 
termasuk basil perbaikan, mempersiapkan 
sarana dan prasarana perbaikan dan 
pengujian yang dibutuhkan; menyusun 
laporan pelaksanaan tugas secara rinci 
danjelas. 
Mampu melaksanakan usaba-usaba 
pengoperasian dan pemelibaraan sarana 
dan prasarana pada ruang kontrol dan 
data serta informasi, melaksanakan 
rencana operasi penggunaan unit 
pemadam kebakaran. mempersiapkan 
sarana dan prasarana perbaikan dan 
pengujian yang dibutuhkan, menyusun 
laporan pelaksanaan tugas secara rinci 
danjelas. 
menenma dan meneruskan berita 
teijadinya bencana kebakaran, mengatur 
dan memelibara jaringan dan alat 
komunikasi, mengatur alarm sistem 
kebakaran dari instausi dan atau unit kerja 
lainnya dan masyarakat dengan pos 
komando/pusat pengendali operasi (ruang 
data!informasi); dan 

Menurut basil analisis terhadap Permendagri Nomor 16 Tabun 2009 

bahwa pendidikan dan pelatihan dasar yang diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas penanggulangan masalah kebakaran adalab Basic Fire 

Training, pada petugas yang langsung bersentuhan risiko kebakaran. 

Pelatihan mendasar seperti yang dibutuhkan sangat penting bagi petugas 
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.. -----------

pemadam kebakaran yang mempunyai tugas-tugas terlcait dengan 

pergerakan atau mobilitas aparatur pemadam kebakaran dengan 

menggunakan peralatan dan perlengkapan kebakaran, seperti selang, pompa 

air, tangga, pakaian keselamatan, kendaraan pemadam kebakaran, dan lain 

sebagainya. 

Pada bagian yang lain, bagi petugas Satpol PP menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tabun 2010, babwa Pendidikan dan 

Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja adalab diklat yang dilaksanakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan 

diangkat menjadi Pol PP. 

Tujuan Diklat Dasar tersebut adalab untuk : 

a. meningkatkan pengetabuan, keterampilan, sikap dan perilaku; 

b. meningkatkan profesionalisme polisi pamong praja dalam malaksanakan 

tugas penegakkan peraturan daerab, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan 

c. menyediakan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas 

dan persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai. 

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) yang akan 

dilaksanakan terdiri atas: 

a. Pola 300 jam pelajaran yaitu Diklat Dasar yang harus diikuti oleh PNS 

yang akan diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP. 

b. Pola 150 jam pelajaran, yaitu Diklat Dasar Pol PP yang hams diikuti oleh 

PNS yang telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja di Sat Pol PP. 
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c. Pola 100 jam pelajaran, yaitu Diklat yang harus diikuti oleh PNS yang 

telah diangkat meJtiadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan 

struktural eselon IV di Sat Pol PP. 

d. Pola 50 jam pelajaran, yaitu Diklat harus diikuti oleh PNS yang telah 

diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan struktural 

eselon III di Sat Pol PP. 

e. Pola 30 jam pelajaran, yaitu diklat yang harus diikuti oleh PNS yang 

telah diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan menduduki jabatan 

struktural eselon II di Sat Pol PP. 

Berdasarkan konsep pengembangan sumber daya aparatur khususnya 

yang ada di Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dengan strategi 

pendidikan dan pelatihan secara spesifik juga ada dan wajib 

diimplementasikan dalam mengemban tugas tersebut. Konsep pendidikan 

dan pelatihan yang dikembangkan bagi sumber daya aparatur dilakukan 

secara beijenjang, artinya apabila telah memenuhi pendidikan dan pelatihan 

dasar maka akan diikuti oleh pendidikan dan pelatihan lanjutan. 

B. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan meliputi pengembangan 

yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bulungan dalam pengembangan kemampuan sumber daya aparatur, 

serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan sumber daya 

aparatur maka dapat duraikan basil penelitian ini. Dari basil penelitian di 

lapangan menunjukkan bahwa penulis telah mendapat gambaran secara jelas 
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ten tang fenomena-fenomena yang teijadi pada tnjuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

Fenomena yang terkait dengan permasalahan dan tnjuan penelitian cukup 

bervariasi, baik dilibat dari pengembangan yang dilaksanakan, maupuu dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi peugembangan sumber daya aparatnr 

melalui pendidikan dan pelatiban pada Satpol PP dan PMK Kabupateu 

Buluugan. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sesuai kedua tnjuan penelitian 

seperti pada uraian berikut 

1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan Melalui Pendidikan dan Pelatihan 

Peugembangan sumber daya aparatnr di Iingkuugan Satpol PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan merupakan salah satn misi penting dalam upaya 

mencapai visi yang telah ditetapkan. Kualitas aparatnr yang profesional, 

memahami tugas dan kewajibannya, bertangguug jawab, disiplin terhadap 

waktn, dan mampu mengatasi permasalahan lingkuugan keija dapat 

diwujudkan dengan kebijakan pengembangan sumber daya aparatnr baik 

secara formal maupun informal. Oleh sebab itn pengembangan stnnber daya 

aparatnr yang tepat dan sesuai deugan kebutnhan serta berkelanjutan harus 

dilakukan pada organisasi ini, tmtnk mengantisipasi dinarnika permasalahan 

ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta penanggulangan masalah 

kebakaran di Kabupaten Bulungan. 

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatnr di lingkuugan 

Pemerintah Kabupaten Bulungan secara umum telah menjadi komitmen 

penting dalam upaya peningkatan profesionalisme Aparatnr Sipil Negara. 
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Pemerintah daerah tmtuk merealisasikan tujuan tersebut telah memberikan 

kesempatan yang sama, berkeadilan, dan sesuai dengan skala prioritas 

kebutuban organisasi serta mengalokasikan anggaran yang memadai setiap 

tahunnya untuk pengembangan sumber daya aparaturuya. Pengembangan 

tersebut direalisasikan melalui kewenangan yang diberikan kepada setiap 

organisasi perangkat daerah untuk merencanakan, mengorganisasi, 

mengarahkau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peugembangan 

sumber daya aparatur melalui berbagai upaya 

Peraturan yang terbit terkait dengan manajemen pengembangan 

aparatur sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil, yang bertujuan untuk 

peugelolaan pegawai uegeri sipil uutuk menghasilkan pegawai uegeri sipil 

yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regulasi tersebut 

mengatur penge1olaan pegawai uegeri sipil yang termasuk di dalamnya 

pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi uutuk menghasilkan 

kualitas yang dibutuhkan dalam pekeijaan. 

Pelaksanaan pengembangan smnber daya aparatur di Satpol PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan juga dalam upaya peningkatan kualitas SDM. 

Berdasarkan data SDM yang ada, hampir sebagian besar aparaturnya 

sebagai tanaga keamanan dan tenaga pemadam kebakaran yang bertugas di 

lapangan dan rata-rata memiliki tingkat pendidikan SLT A 

Melihat keadaan tersebut sejatinya masih belum memadai terutama 

dari sisi kualitas SDM yang dimiliki Satpol PP dan PMK Kabupaten 
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------------, 

Bulungan saat ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Satpol PP 

dan PMK Kabupaten Bulungan yaitn : 

"mengenai kualitas SDM saat ini di tempat kita masih minim, karena 
petngas lapangan rata-rata lulusan pegawainya dari SLT A. Sebagian 
lagi pegawai yang menguasai bidangnya seperti PPNS pindah ke 
SKPD yang lain, akibatnya pegawai yang menguasai bidang 
pekeijaannya sudah tidak ada lagi". (Sumber : Kutipan Wawancara 
tanggalll September 2017). 

Meskipun secara kuantitas jumlah petngas lapangan baik keamanan 

dan pemadam kebakaran yang ada saat ini cukup memadai, namun secara 

kualitas masih kurang memadai. Pada saat pengadaan pegawai untuk 

kebutuhan organisasi masih mensyaratkan pada tingkat pendidikan minimal 

SL T A dan tidak mensyaratkan kemampuan teknis lainnya seperti 

kemampuan bela diri, kemampuan baris berbaris dan lain sebagainya. 

Jumlah aparatur yang memiliki fokus di lapangan menurut data yang ada 

betjumlah 91 (Sembilan puluh satn) orang, dengan distribusi sebanyak 56 

(lima puluh enam) orang sebagai satnan polisi pamong praja dan 35 (tiga 

puluh lima) sebagai tenaga pemadam kebakaran. Secara umum dalam 

melaksanakan tngas dan fungsi yang menjadi kewenangannya khususnya 

tenaga polisi pamong praja dan pemadam kebakaran tidak meuuntnt tingkat 

pendidikan yang tinggi seperti satjana, namtm yang perlu dimiliki oleh 

aparatur tersebut kemampuan teknis penguasaan keadaan dengan 

menggunakan peralatan yang standar. Namun untnk petugas polisi pamong 

praja sedikit banyak harus mernahami pengetahuan-pengetahuan terkait 

dengan peraturan daerah, komunikasi yang efektif dengan masyarakat 

sangat penting, karena tugas-tugas yang dilakukan tidak selalu represif, 
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tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah tindakan preventif dan 

edukatifkepada masyarakat. 

Pada saat ini kualitas aparatur lapangan juga mengalami penurunan, 

yang disebabkan oleh pe1pindahan (mutasi) pegawai negeri ke organisasi 

perangkat daerah lain baik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten 

Bulungan sendiri atau ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang bam 

terbentuk. Melihaf dari realitas tersebut terlihat adanya penurunan kualitas 

smnber da)ia aparatur di organisasi publik ini. Hasil wawancara dengan 

informan yaitu: 

"Kualitas sdm sangat kurang, khususnya untuk PPNS sudah tidak 
ada karena sudah pindall dan diisi dari SKPD lain yang beda 
pendidikam1ya, dan mempengaruhi kedisiplinan". (Smnber : 
Kutipanl Wawancara Informan (Kd. 2), tanggal 13 September 2017) 

Pe~pindahan pegawai tersebut secara tidak langsung, akan 

mengurangi kualitas smnber daya aparatur tersebut. Pengembangan sumber 

daya aparatur untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil di Satpol 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan sebagainlana diungkapkan oleh salah 

seorang informan yaitu : 

"Pengembangan SDM hanya melalui BIMTEK dan DIKLAT, 
melalui perkuliahan juga diberikan yang tergantung dari 
perekonomian yang dimilikuya dan kemampuan be1pikirnya serta 
meliliat regulasi, ketika sudah mencapai II b barn bisa kuliah Iagi". 
(Sumber: Kutipan Wawancara, Kd.1, tangga1, 12 September2017) 

Kebijakan pengembangan smnber daya aparatur untuk meningkatkan 

kompetensi, pengetahuan, pemahaman, etika dan keterampilan pegawai 

negeri sipil dilakukan dengan 2 (dua) bentuk yaitu melalui pendidikan 

formal dan pelatihan teknis dan fungsional pegawai. Pengembangan melalui 
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pendidikan formal dilaksanakan dengan memberikan kesempatan 

meningkatkanjenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan 

perundangan kepegawaian. Pengembangan sumber daya aparatur juga 

melalui pelaksanaan Bimbingan Tekuis atau Pendidikan dan Pelatihan. 

Pengembangan dengan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

pada ummnnya berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil baik dengan 

mekauisme tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pada ummnnya peningkatan pendidikan formal dari jenjang SLTA 

ke Sarjana (S I) dan Sarjana (S I) ke Pasca Sarjana (S2) dengan ketentuan 

izin belajar tersebut tergantung dari syarat kepangkatan dan kemampuan 

ekonomi pegawai yang akan membiayai sendiri pengeluaran selama 

perkuliahan. 

Berikut dapat disajikan data pengembangan sumber daya aparatur 

dalam bentuk pendidikan formal menurut jenjang/tingkat pendidikan seperti 

terlihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel4.4. Pengembangan SDM Dalam Bentuk Pendidikan Formal Pada 
Satpol PP dan PJ.\1K Kabupaten Bulungan Sampai Dengan 
Tahun2017 

Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai 

Jumlah Status Ket. 

Jenjang Diploma III ( D.3 ) - -

Jenjang Sarjana ( S.l ) 3 Ijin belajar Aktif 

Jenjang Magister ( S.2 ) 2 ljin belajar Aktif 

Jumlah 5 2 Ijin Belajar 2 Aktif 

Sumber: Data Sekunder, diO!ah, 2017 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan babwa pengembangan 

swnber daya aparatur melalui pendidikan formal di setiap jenjang 

pendidikan telab diberikan kepada semua pegawai tidak terkecuali, dengan 

pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengembangan pendidikan formal lebib banyak berada di jenjang Srujaua 

(Sl), atau ingin meningkatkan jenjang pendidikan dari SLTA ke Sl. 

Pemerintab Kabupaten Bulungan juga memiliki komitmen untuk 

meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar diperoleh swnber daya 

manusia yang berkualitas melalui program tugas belajar dengan pemberian 

bea siswa dan dilaksanakan dengan mekanisme yang selektif kepada 

pegawai yang berprestasi dan memenuhi prioritas kebutuhan organisasi. 

N amun sebagian besar dari pegawai negeri sipil dari berbagai golongan 

yang ada di Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan tidak ada yang 

menempuh jalur tersebut. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh 

babwa pegawai yang melanjutkan pendidikan tersebut, tidak ada yang 

berasal dari petugas pol PP dan PMK, tetapi pegawai yang bertugas di 

bidang administrasi. 

Pengembangan swnber daya aparatur melalui pendidikan dan 

pelatihan di Kabupaten Bulungan secara wnwn dikelola oleh suatu 

organisasi perangkat daeral1 yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia yang menjadi tugas pokok dan fungsi 

menyelenggarakan diklat. Pada umumnya pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintab Kabupaten Bulungan yang rutin dilaksanakan 

setiap tabUffilya Iebih difokuskan pada pendidikan dan pelatihan 
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kepemimpinan (Diklatpim) baik tingkat II, III dan IV serta Pra Jabatan. 

Berdasarkan jenjang kepemimpinan pada Satpol PP dan PMK sebagaimana 

OPD lainnya, pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan digambarkan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5. Kebutuhan Pengembangan SDM Melalui Pendidikan dan 

Pelatihan Pada Je!ijang Kepemimpinan Pada Satpol PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan 

Jeuis Kompetensi Yang J euis Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Dibutuhkan Yang Dipersyaratkan dan 

Telah Dilaksanakan 

Eselon II Top Manajeriai, - Diklatpim Tk. II. 

(Kepala OPD) Pengadaan Barang - Diklat Pengadaan Barang 

dan Jasa, Pengelolaan dan Jasa. 

Keuangan Daerah, - Diklat Pengelolaan 

Diklatsar Pol PP Keuangan Daerah. 

- Diklatsar Pola 300 Jam 

Eselon III Midle Manajeriai, - Diklatpim Tk. III 

(Sekretaris, Pengadaan Barang - Diklat Pengadaan Barang 

Kepala Bidang) dan Jasa, Pengelolaan dan Jasa (Sekretaris). 

Keuangan Daerah, - Diklatsar Pola 300 Jam. 

Diklatsar - Diklat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

( Sekretaris ). 

EseloniV Lower Manajerial, - Diklatpim Tk. IV 

Pengadaan Barang - Diklatsar Pola 300 Jam. 

dan Jasa, Pengelolaan 

Keuangan Daerah, 

Diklatsar 

Sumber: Data Sekunder, Tahun 2017. 
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Berdasarkan data tersebut, kebutuhan peudidikan dan pelatihan di 

jenjang kepemimpinan secara wnurn telah memeuuhi kebutuhan khususnya 

jenjang peudidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II, III dan IV telah 

dilaksanakan oleh seluruh pejabat yang telah menduduki di jabatan-jabatan 

struktural terse but. N amun untuk kebutuhan peningkatan kompetensi yang 

lain belurn seluruhnya dapat terpeuuhi sesuai kebutuhan dalam meujalankan 

dan mendukung tugas-tugas yang dilaksanakan sehari-hari. Oleh sebab itu 

menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Kabupateu Bulungan melalui 

Badan Kepegawaian dan Peugembangan SDM untuk menyelenggarakan 

Diklat kepemimpinan tersebut. 

Namun pengembangan surnber daya aparatur juga dapat menjadi 

program dan kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh 

orgauisasi perangkat daerah melalui program peningkatan kapasitas surnber 

daya manuSia yang dialokasikan dalam Dokurneu Pelaksanaan dan 

Anggaran (DPA-SKPD) setiap tahun. Program pengembangan surnber daya 

aparatur melalui anggaran OPD Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

adalah sebagai berikut : 

~--------~------~--------~ 
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"'' 

TidakAda 2016 TidakAda 
Tidak Ada 2017 TidakAda 

Sumber: Data Sekunder, dio1ah, Tahnn 2017. 

Dari !abel diatas menggambarkan bahwa kebijakan pengembangan 

sumber daya aparatnr di Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dari 

tahnn 2011 sampai dengan tahnn 2017. Selama kurnn waktu terakhir 

pelaksanaan pendidikan dan pelatiban dilaksanakan pada tahnn 2015 dalam 

suatu program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Organisasi Satpol PP 

dan PMK. Pada tahun 2011 pelaksanaan diklat dengan mengirimkan 

sebanyak 20 orang ke SPN Balikpapan yang merupakan lembaga 

pendidikan dan pelatiban bagi Satpol PP dengan lama waktu 1 (satu) bulan. 

Kemudian setelah itu tidak dilaknkan pendidikan dan pelatiban lagi sampai 

dengan saat ini, namnn pelatihan yang sifatuya internal di lingkungan Satpol 

PP tetap dilaknkan pada tahnn 2013 dan 2014. Selama beberapa tahnn diklat 

yang dilaksanakan sebatas pendidikan dan pelatiban internal dan terbatas 

jumlah pegawai yang mengikutinya. Pelaksanaan pendidikan tersebut 

dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan fokus pada simulasi penanganan 

pengamanan dan ketertiban bagi petugas Satpol PP. Kemudian pada tahnn 

2015 petugas PMK dikirimkan sebanyak 5 (lima) orang nntuk mengikuti 

diklat pemadam kebakaran di Ciracas Bogar selama 5 (lima) hari. 

Pengembangan smnber daya aparatnr nntuk meningkatkan 

kemampuan teknis dan fimgsional pada Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulnngan melalui pelatihan dilaknkan dengan pelaksanaan bimbingan 

teknis, pendidikan dan pelatiban (diklat) dan pembinaan internal kepada 

petugas lapangan. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satpol 
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PP dan PMK Kabupaten Buluugan kepada petugas kearnanan dan pemadam 

kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan, 

kemampuan baris berbaris, penanganan ketentraman dan ketertiban, 

pengawalan, pengendalian masyarakat, dan pemadaman kebakaran. Hasil 

wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai berikut : 

"Pelaksanaan diklat sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan sangat 
selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan prinsip, seperti uutuk 
kekompakan. Untuk mengikutserkan anggota dalam diklat seperti 
diklatpim berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM, uutuk bendahara 
pengeluaran, pengurus barang, pejabat pengadaan barang dan jasa, 
kearsipan dan administrasi lainnya berdasarkan usulan dari kita tanpa 
ada seleksi karena langsung dituujuk sesuai dengan tugas sehari-hari 
di bidangnya itu. Tetapi uutuk diklat Satpol PP dan PMK diseleksi 
dari bidang masing-masing apakah pernah mengikuti atau bel urn, jika 
pegawai itu pindahan atau pegawai bam maka diprioritaskan, tetapi 
bagi yang sudah pemah ikut diklat diseleksi sesuai prestasi dan 
kedisiplinannya" 
(Surnber: Kutipan Wawancara, tanggal 12 September 2017). 

Dalam penjelasan tersebut bahwa pelaksanaan diklat uutuk kebutuhan 

di Satpol PP dan PMK dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan 

personil. Usulan mengikuti diklat hams disampaikan melalui BKPSDM 

Kabupaten Bulungan. Pegawai yang akan diikutsertakan dalam diktat 

dilakukan tanpa melalui seleksi tertentu, namun berdasarkan kebutuhan 

yang hams dimiliki oleh seorang pegawai yang sering terlibat dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan, dan ini sering diutamakan untuk pegawai 

yang bam mutasi ke Satpol PP dan PMK. Proses penentuan kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai menurut 

pengamatan peneliti yang pemah terlibat di instansi tersebut, dilakukan 

dengan mekanisme pengusulan dari bidang sumber daya aparatur yang 

menganalisis kebunman pengembangan sumber daya manusianya melalui 
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pendidikan dan pelatihan yang dilakukan setiap tahun ke Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Namun penentu 

keputusan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan tergantung dari 

pihak BKPSDM Kabupaten Bulungan. Dalam penjelasan wawancara 

diperoleh keterangan sebagai berikut : 

" ... Proseduryang rutin dilakukan oleh bidang SDA dan bagian umum 
dan kepegawaian setiap tahwmya selalu menyampaikan rencana 
kebutnhan diklat yang dokumennya berasal dari BKPSDM Jadi 
dianalisis untuk kebutnhan diklat bagi petugas lapangan oleh bidang 
SDA, sedangkan untuk kebutnhan diklat yang lain seperti pejabat 
fungsional dan struktural lewat subag umum dan kepegawaian, 
dengan proses pemetaan pegawai yang sudah pemah dan belum 
mengikuti diklat, pengkaderan di masa mendatang, dan peningkatan 
kemampuan teknis lapangan". (Hasil Wawancara dengan Kasubag. 
Umum dan Kepegawaian, tanggal 12 September 2017 .) 

Dengan demikian proses penentuan kebutnhan pendidikan dan 

pelatihan telah dilakukan analisis kebutnhan dengan melakukan pemetaan 

terhadap pegawai yang belum pemah mengikuti diklat dan yang pemah 

mengikuti diklat khususnya untuk petugas lapangan Satpol PP dan PMK. 

Berdasarkan pengamatan peneliti yang pemah bekeJja di lokus penelitian 

ini, analisis kebutnhan diklat dilaksanakan secara sederhana, dan belum 

menggunakan kajian-kajian yang sangat spesifik dan mendalam. Hal ini 

setiap tahun sudal1 dilaksanakan dan disampaikan namun kurangnya 

perhatian dari BKPSDM untuk merealisasikannya. Analisis kebutuhan 

diklat hanyalah sekedar prosedur formal namun lemahnya komitmen 

pemerintah kern bali menjadi faktor utama. 

Kebutuhan peningkatan kemampuan yang hams dinliliki oleh setiap 

pegawai Satpol PP dan PMK yang diharapkan dengan pendidikan dan 
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pelatihan yaitu sebagaimana kutipan wawancara dengan salah satu staf 

lapangan yang juga informan yaitu : 

"Pelaksanaan Diklat diharapkan masing-masing memiliki 
kemampuan baris berbaris, dan memahami pekeJjaan di Satpol PP dan 
PMK, contolmya cara menertibkan, dalmas, trantibnya, pemadaman 
kebakaran, bela diri". (Sumber : Kutipan Wawancara Kd.3, tanggall2 
September 20 17). 

Dengan demikian pelaksanaan diklat pada aparatur Satpol PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan sangat pentiug untuk memenuhi kebutuhan yang 

sifatuya prinsip atau mendasar untuk mengembangkan kemampuan aparatur 

yang setiap waktu diteJjunkan di lapangan dan berhadapan dengan 

masyarakat Dalam mengembangkan kompetensi tekuis melalui diklat 

dilaksanakan secara selektif dengan melihat kebutuhan di setiap bidang 

yang ada dalam struktur orgauisasi. 

Pengembangan sumber daya aparatur melalui diklat 

diimplementasikan melalui penyelenggaraan serangkaian diklat struktural 

dan fungsional. Diklat struktural tersebut merupakan diklat yang 
I 

dipersiapkan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan struktural 

tertentu, sedangkan diklat fungsional dan tekuis adalah diklat yang 

dipersiapkan untuk pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional 

tertentu. Khusus untuk diklat struktural, kompetensi tersebut dinyatakan 

dalam penekanan-penekanan masing-masing diklat struktural tersebut 

seperti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II, III dan IV, yang 

menekankan pada kepemimpinan dan bimbingan serta penguasaan 

pengetah~ dan keterampilan pelaksanaan pekeljaan, pengelolaan kegiatan 

dan program. Sedangkan penyelenggaraan diklat tmtuk petugas keamauan 
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dan petugas pemadam kebakaran melalui diklat teknis seperti pendidikan 

dan pelatihan dasar ( diklatsar) dan diklat yang menunjang pelaksanaan 

teknis pekeijaan. Menurut Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

yang menjelaskan yaitu : 

"Untuk pelaksanaan diklat itu sendiri biasanya ada 2 (dua) jenis diklat 
seperti Diklatpim II, Ill, dan IV itu diperuntukkan bagi pejabat atau 
staf yang akan dipromosikan ke jenjang eselonering tertentu seperti 
eselon II, eselon III dan eselon IV, dan yang kedua diklat khusus 
untuk petugas satpol PP dan PMK seperti diklatsar pola ISO jam, 
pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Begitu juga bagi 
petugas pemadam juga ada diklat dasar pemadam dan diklat 
pertolongan kebakaran atau fire resque pola 45 jam". (Sumber : 
Kutipan Wawancara, tanggal 11 September2017). 

Menurut penjelasan tersebut jenis pendidikan dan pelatihan bagi 

pengembangan sumber daya aparatur bagi Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan meliputi : 

a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV yang 

diperuntukkan sebagai persyaratan promosi pegawai negeri sipil pada 

jabatan tertentu. 

b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang diperuntukk:an mengisi 

jabatan fungsional tertentu seperti bendahara, pengurus barang, arsiparis, 

pejabat pengadaan barang danjasa, dan pejabat pemeriksa barang daerah. 

c. Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) bagi petugas lapangan baik 

petugas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, 

d. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 

e. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Kebakaran (Fire Resque) yang 

dikhususkan bagi petugas pemadam kebakaran. 
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Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil di 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan selain yang disebutkan diatas, 

terdapat upaya pengembangan sumber daya aparatur yang diselenggarakan 

secara internal organisasi yang dikenal dengan inhouse training yang 

bertujuan melakukan pembinaan ke dalam dan memberikan pelatihan-

pelatihan singkat tentang kedisiplinan, kemampuan baris-berbaris, 

pengendalian massa. Salah satu pendidikan dan pelatihan yang sangat 

dibutuhkan oleh petugas Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan adalah 

untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tenaga PPNS sangat penting 

dalam upaya penegakan peraturan daerah yang setiap waktu dilakukan 

kepada masyarakat. Beberapa tenaga PPNS yang terdahulu saat ini sudah 

mutasi dan pension. Hal iui juga sebenamya yang menjadi perhatian pentiug 

perlunya pelaksanaan diklat tersebut. Pernyataan tersebut sebagaimana 

diungkapkan oleh informan yaitu: 

"pelaksauaan pengembangan SDM lain yang seperti Diklat juga 
diberikan kepada petugas, pengembangan lain yang dilakukan 
pelatihan internal (inhouse training) yang melibatkan polisi dan kodim 
serta pejabat senior di Pol PP dan PMK. Diklat untuk PPNS 
seharusnya tetap dijalankan untuk menyediakan kembali PPNS yang 
sudah pindah atau pension". (Sumber : Kutipan Wawancara Kd. 2, 
tanggall3 September 2017). 

J euis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam upaya 

pengembangan sumber daya aparatur yaitu pelatihan intern seperti inhouse 

training yaitu diklat yang diselenggarakan sendiri oleh Satpol PP dan PMK 

dengan materi-materi yang diberikan dari anggota kepolisian dan kodim 

serta pejabat seuior yang ada di Satpol PP dan PMK seperti Kepala Satpol 

PPdauPMK. 
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Selain pelatihan internal yang dilaksanakan, diungkapkan juga bahwa 

jenis peugembangan sumber daya aparatur sebagairnana basil wawancara 

deugau staflapaugan yaitu : 

"Pelaksanaan Diklat internal diharapkau dapat dilakukau pembinaau 
kepada anggota yang ada dan memiliki kemampuau baris berbaris, 
dan memahami pekeijaau di satpol PP, contohnya cara menertibkau, 
dalmas, trantibnya, pemadaman kebakaran, bela diri, meskipun 
waktunya tidak lama seperti diklat di Balikpapau". (Sumber : Kutipan 
WawancaraKd. 4, tanggall2 September2017). 

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan 

dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, dilakukan dengan proses 

perencanaan kebutuhan di lapangan baik untuk petugas Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran. Perencanaan kebutuhan diklat diawali dengan 

pereucanaan kebutuhan di setiap bidang-bidang dalam suatu rencana 

kebutuhan diklat yang disusun setiap tahunuya dan diusulkan kepada bidang 

sumber daya aparatur, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satpol 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan dan selanjutnya diusulkan ke Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Mannsia Kabupaten 

Bulungan. Apabila tersedia dana yang mencukupi maka akan 

mengikutsertakan banyak anggota dalam Diklat yang dilaksanakan di SPN 

Balikpapan, namun apabila tidak mencukupi dana akau dilaksanakan sendiri 

dengan intruktur dari lembaga kepolisian dan kodim setempat. Penjelasan 

tersebut sesuai dengan uraiau Kepala Bidaug Sumber Daya Aparatur yaitu : 

"Orang Iapangan mengusulkan ke bidang SDA khusnsnya dari trantib, 
penegakan perda, dan PMK, dan setelah disetujui oleh kepala 
dinsulkan ke Kantor Diklat. Jadi orang-orang lapangan khnsusnya 
dilatih untuk didiklat yang d.iusulkan dari bidang SDA. Apabila 
dananya tersedia dan disetujui dalam anggaran dilaksanakan di SPN 
Balikpapan, namun kalau tidak cukup dilaksanakan pembinaan atau 
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diklat internal dengan intruktur dari lokal dan polisi, kodim". (Sumber 
: Kutipan Wawancara, tanggal8 September2017) 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dapat berlangsung secara baik 

dan berkesinambungan serta sesuai dengan tingkat kebutuhan pekeljaan 

pada prinsipnya hams dilaksanakan setiap tahun dan tergantung dari kondisi 

pembiayaan yang dialokasikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

SDM Kabupaten Bulungan, ataupun di internal organisasi khususnya di 

bidang Sumber Daya Aparatur. Sesuai dengan penyampaian dari Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan yaitu : 

" ... jika dana mencukupi sebagaimana usulan mengikuti pelaksanaan 
diklat ke BKD atau Kantor Diklat, biasanya kita sesuai usulan di 
masing-masing bidang melalui bidang SDA akan mengikutsertakan 
petugas yang telah diseleksi kurang lebih 20 orang untuk diklat di 
Balikpapan, kalau tidak tersedia atau mencukupi biasanya pembinaan­
pembinaan saja untuk tujuan pengkadenm dari masing-rnasing 
bidangnya" (Sumber : Kutipan Wawaucara tanggal 7 September 
2017). 

Menurut peneliti yang pernah terlibat langsung dalam pekeljaan di 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan terakhir dilaksanakan diklatsar 

untuk Satpol PP pada tahtm 2011 di SPN Balikpapan, namun selanjutnya 

tidak dilaksanakan lagi, namun dilaksanakan secara internal dengan 

instruktur dari polres dan kodim pada tahtm 2013 dan tahun 2015. Adapun 

data pelaksanaan diklat tersebut seperti dalam uraian tabel berikut : 
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Tabel 4.7. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Diklat Pada 

Satpol PP dan PMK Antara Tabun 2011-2017. 

Tabun Jenis Diklat Jumlab (Orang) Tempat Diklat 

2011 Diklat Dasar 20 Orang SPN Balikpapan 

2012 TidakAda TidakAda TidakAda 

2013 Inhouse Training 50 Orang Tanjung Selor 

2014 Pembinaan Internal 50 Orang Tanjung Selor 

2015 Basic Fire Training 5 Orang Pusdiklatkar 

Ciracas Bogor 

2016 TidakAda TidakAda TidakAda 

2017 TidakAda TidakAda TidakAda 

Sumber: Hasil Wawancara, Kab1d SDA 8 September 2017 

Berdasarkan data diatas babwa pelaksanaan pengembangan sumber 

daya aparatur melalui diklat setiap tabunnya tidak terlaksana secara 

berkelanjutan dan namun untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan 

di !apangan masih dilakukan dalam bentuk pelatiban internal dan 

pembinaan-pembinaan untuk mengkader petugas Iapangan yang barn atau 

belum menguasai pekerjaan pengamanan, penertiban dan penanggnlangan 

kebakaran. Rata-rata petugas yang telah cukup lama bekelja di Satpol PP 

dan PMK Kabupaten Bu1ungan telal1 diberikan pendidikan dan pelatihan 

dasar pola 3045 jam, namun belum ditingkatkan ke jenjang yang lebih 

tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan teknisnya idealnya harus diberikan 

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 

Sedangkan pelatihan-pelatihan yang lain untuk tenaga administrasi 

keuangan, pengelolaan barang, kearsipan yang seringkali diikuti 

sebagaimana dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.8. Pengembangan Kemampuan Aparatur Dalam Bentuk 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Administrasi. 

No. Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Keterangan 

I Kursus Bendaharawan 1 orang selesai 

2 Bimtek Pengadaan Tanah 2 orang selesai 

3 Bimtek Anjab dan ABK 1 orang selesai 

4 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 2 orang selesai 

5 Diklat Penyusunan Lakip 2 orang selesai 

6 Diklat Kearsipan 2 orang selesai 

7 Diklat Kepegawaian 2 orang selesai 

Jumlah 12 orang selesai 

Sumber: Data Sekunder, 2017. 

Dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian 

pegawai pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bulungan terdapat 7 jenis pelatihan. Dari 7 jenis pelatihan 

tersebut telah diikuti oleh sebanyak 12 orang pegawai. Langkah kebijakan 

yang dilaknkan pimpinan Iembaga merupakan manifestasi untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekaligus sebagai antisipasi 

untuk menghadapi persaingan global. Sangat terasa sekali setelah 

pemekaran sulitnya mendapatkan tenaga yang profesional, namun dengan 

dilaknkannya pengembangan kemampuan telah melahirkan tenaga-tenaga 

yang produktif walaupun tidak seluruh pegawai yang dilibatkan dalam 

pelatihan akan memberikan kontribusi kepada lembaga. Tetapi sebagian 

besar pegawai yang pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan telah 

memberikan sumbangan yang berarti terhadap lembaga. 

Pendidikan dan pelatihan agar berdaya gtma dan berhasil guna bagi 

petugas lapangan tentunya memerlukan materi-materi yang tepat dan sesuai 
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dengan yang dibutuhkan di lapangan. Diklat yang dilaksanakan memiliki 

materi-materi baik pembelajaran di kelas dan praktek lapangan. Berdasarkan 

dokmnen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk petugas polisi 

pamong praja dan petugas pemadam kebakaran yang diperoleh dari 

informan, materi-materi pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi : 

a. Materi-materi diklat dasar untuk petugas polisi pamong praja yang 

diberikan meliputi pengetahuan dan keterampilan dasar, sikap dan 

perilaku, praktek baris berbaris, pengamanan, pengawalan, pengendalian 

massa, penggunaan peralatan dan perlengkapan pengamanan, dan bela 

diri. 

b. Materi diklat dasar petugas pemadam kebakaran meliputi pengetahuan 

dan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 

penggunaan peralatan pada unit mobil pemadam, pertolongan penderita 

gawat yang professional. Sedangkan materi diklat basic fire training 

adalah krisis mental dan emosi, situasi-situasi rescue, keselamatan 

petugas saat rescue. 

Materi yang diberikan selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

yang telah dilakukau kepada sumber daya aparatur di Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan sesuai dengan tingkat kebutuhan baik untuk fimgsi­

fimgsi administrasi, keuangan, keamanau, ketentraman dan ketertiban, 

penegakan perda, dan pemadaman kebakaran. Materi-materi selama 

mengikuti diklat tersebut pada akhiruya dapat diaplikasikau dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari. Kesesuaian materi diklat dengan kebutuhan 
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pelaksanaan tugas sehari-hari tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu : 

"pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di misalnya di SPN Balikpapan 
atau tempat lainnya seperti kantor diklat atau lembaga yang 
melaksanakan Bimtek, materinya sudah cukup memenuhi yang 
dibutuhkan oleh peserta diklat khususnya untuk petugas satpol pp dan 
pmk, biasanya pihak yang melaksanakan sudah berpengalaman dalam 
melaksanakan diklat -diklat itu, jadi pada saat kami akan mengirimkan 
peserta, kami kan melihat silabusnya dulu, kalau cocok dan sesuai 
kami ikuti" (Sumber : Kutipan Wawancara, tanggal 12 September 
2017). 

Menurut penjelasan tersebut, bahwa untuk mengikuti diklat yang tidak 

dilaksanakan secara internal oleh Satpol PP dan PMK terlebih dahulu 

melihat materi diklat yang disampaikan dari penyelenggara diklat. Namun 

secara umum materi diklat secara umum sudah memenuhi kebutuban 

standar melaksanakan pekeljaan sehari-hari. 

Evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur baik 

melalui pendidikan formal dan pelatihan di lembaga penyelenggara diklat, 

dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Evaluasi 

pengembangan melalui pendidikan formal kewenangannya dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM seperti pelaksanaan tugas bela jar dan izin bela jar yang 

diberikan kepada pegawai negeri sipil. Sedangkan evaluasi pengembangan 

melalui pelatihan-pelatihan dilaksanakan oleh kepala bidang selaku 

penanggung jawab dan memantau langsung pekerjaan. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Kepala Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dalam 

kutipan berikut : 
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''pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatiban 
menjadi kewajiban bersama. Evaluasi untuk yang tugas belajar dan 
izin belajar biasanya dipantau dan dievaluasi oleh BKPSDM selaku 
OPD yang memiliki tupoksi. Namun untuk pelaksanaan petugas yang 
telah mengikuti diklat-diklat yang tersebar di masing-masing bidang 
seperti penegakan perda, trantib, SDA, pemadam kebakaran, dan juga 
di tata usaha, diserahkan kepada masing-masing kepala bidang 
masing-masing, apakah sudah bermanfaat atau belum, karena setiap 
petugas yang telah didiklatkan harus bisa mengaplikasikaunya secara 
di tempat keijanya, jangan hanya sekedar ikut-ikut saja" (Sumber : 
Kutipan Wawancara, tanggalll September2017). 

Berdasarlcan pengungkapan tersebut evaluasi pelaksanaan diklat 

diwujudkan dalam bentuk mengawasi tugas-tugas yang hams dikeijakan 

oleh pegawai yang mengikuti diklat tersebut. Pada prinsipnya pemberian 

kesempatan mengikuti diklat tersebut dalam rangka meningkatkan 

. kemampuan keija agar kebutuhan data, informasi, laporan, reaksi dan 

respon terhadap permasalahan baik di dalam dan luar kantor dapat 

diselesaikan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian 

pengukuran basil yang diperoleh setelah melaksanakan diklat-diklat teknis 

maupun fungsional dihubungan dengan kinerja yang hams dipenuhi oleh 

pegawai tersebut. 

2. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

Melalui Pendidikan dan Pelatihan Pada Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan 

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan peningkatan 

kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil guna meningkatkan 

keahlian dan wawasan pegawai secara konsisten dan bertanggung jawab. 

Oleh sebab itu peningkatan tersebut dalam jangka pendek dapat dipenuhi 

dengan pendidikan dan pelatihan. 

120 

43327.pdf



I 
, I 

I 
I' 

i i 

I I 

! I 

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam kenyataan tidak mudal1 

untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan setiap tahUmlya. 

Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya yaitu : 

a. Perencanaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Keterbatasan 

Anggaran 

Setiap akan memasuki akhir tahun anggaran setiap OPD akan 

mengusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan, namun perencanaan 

kebutullan diklat sering tidak dapat terpenuhi dan dilaksanakan karena 

pelaksanaan diklat satu pintu dikoordinir oleh OPD tersebut. Prosedur 

perencanaan kebutuhan diklat berdasarkan kebutullan organisasi dan 

pegawai disampaikan sesuai permintaan dari BKPSDM Kabupaten 

Bulungan. 

Menurut penjelasan informan yang merupakan salall satu staf 

perencanaan pendidikan dan pelatihan yang mengatakan sebagai berikut: 

"kewenangan kami hanya mengusulkan kepada Kantor Diklat agar 
tahun depan bisa melaksanakan diklat-diklat baik di dalam atau 
diluar daerall tergantung dari kemampuan keuangan pemerintall. 
Tapi usulan selalu sering tidak terealisasi dan malall disarankan 
untuk mengadakan sendiri saja, karena keterbatasan dana" (Sumber 
: Kutipan Wawancara Kd. 4, tanggall9 September 2017). 

Berdasarkan informasi tersebut, perencanaan diklat sermg 

terkendala untuk dilaksanakan karena perencanaan yang diusulkan tidak 

bisa terpenuhi sesuai kebutullan pegawai. Dengan demikian perencanaan 

diklat agar dapat terlaksana harus dialokasikan dalam penganggaran 

internal Satpol PP dan PMK, namun kendala keterbatasan anggaran 
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sangat menentukan akan ditetapkannya pelaksanaan diklat di tahun 

mendatang. Berdasarkan data tersebut pada pengalokasian dana untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pelatiban dapat dilakukan melalui 2 ( dua) 

metode: 

a). Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, yaitn dalam hal iui 

perencanaan kebutuhan diklat berdasarkan usulan dari OPD teknis, 

namun pengalokasian anggaran dananya dan pelaksanaannya pada 

OPD yang mempunyai tugas melaksanakan Diklat 

b). Satpol PP dan PMK, yaitn pengnsulan berasal dari OPD teknis yang 

tugas tersebut, namtm pengalokasiaunya langsung dialokasikan 

dalam anggaran OPD dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan. 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan dalam kutipan wawancara berikut : 

"diupayakan terns diklat-diklat itu ... meskipun tidak bisa di kantor 
diklat, kita bisa upayakan sendiri, tapi juga melihat keadaan 
anggaran kita, fokus kita masih membiayai yang sifatuya 
kebutnhan rutin dulu, kalau cukup anggaraunya bisa direncanakan 
tapi kalau tidak ya .. nggak bisa direncanakan" (Sumber : Kutipan 
wawancara, tanggal II September 201 7). 

Dengan de~uikian antara perencanaan dan penganggaran bagi 

sumber daya aparatur saling berhubungan dalam kaitaunya dengan 

penyelenggaraan diklat di Satpol PP dan PMK Kabupaten BuluiJ.gan. 

Kondisi saat iui teijadi sebagai dampak kebijakan dari pemerintah daerah 

Kabupaten Bulungan khususnya untuk tahun anggaran 2017 yang 

menerapkan pengurangan pagn anggaran, maka OPD akan 
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mempertimbangkan kegiatan dan memprioritaskan kepentingan wajib 

yaitu belanja pegawai dan belanja operasionallainnya. 

Menurut data yang diperoleh mengenai anggaran yang dialokasikan 

untuk Pendidikan dan Pelatihan pada Satpol PP dan PMK sejak tahun 

2011 sampai dengan 2017 dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabe1 4.9. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Satpo1 PP dan 

PMK Kabupaten Bulungan 

Tahun Anggaran (Rp) Jum1ah Penye1enggara Yang 
Peserta Mengikuti 

2011 200.000.000,00 20 SPN Po1PP 

2012 TidakAda TidakAda TidakAda TidakAda 

2013 75.000.000,00 50 Satpol PP Satpol PP 

2014 80.000.000,00 50 Satpol PP Satpo1PP 

2015 TidakAda 5 BKD PMK 

2016 TidakAda TidakAda TidakAda TidakAda 

2017 TidakAda TidakAda TidakAda TidakAda 

Sumber: Data Sekunder d10lah, 2017. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa alokasi untuk 

perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2011 

sampai dengan 2017, tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 

Anggaran pendidikan dan pelatihan yang telah dialokasikan dan 

direalisasikan yaitu pada tahun 2011, 2013 dan 2014. Namun setelahnya 

sampai dengan 2017 tidak teralokasikan dana pendidikan dan pelatihan 

tersebut baik pelatihan internal maupun ekstemal khusus untuk petugas 

satpol PP dan PMK, sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk petugas 

administrasi seperti keuangan, bendahara, pengurus barang, laporan 
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keuangan dan pelaksanaan anggaran yang setiap tahnn rutin diadakan 

namun hanya mengikntsertakan saja karena anggaran dari OPD tersebut. 

Pendidikan dan pelatiban nntuk petugas pemadam kebakaran 

dilaksanakan pad a tahnn 2015, namun alokasi dana tidak tersedia dalam 

anggaran Satpol PP dan PMK, namnn melalni BKPSDM dengan 

mengirimkan sebanyak 5 (lima) orang nntuk mengikuti di Ciracas 

Kabupaten Bogor, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang ada di 

BKPSDM. Pelaksanaan pendidikan dan pelatiban tahnn 2013 dan 2014 

merupakan sebuah komitmen dari Satpol PP dan PMK nntuk tetap 

menjaga kekompakan dan kemampuan petugas Satpol PP, namun 

pelatiban yang dilakukan hanya sirnulasi-sirnulasi yang dilakukan di luar 

ruangan atau on the job training, materi dan instruktumya berasal dari 

kalangan internal Satpol PP, Kepolisian dan Kodirn. 

b. Kelembagaan atau Organisasi 

Organisasi Satpol PP dan PMK merupakan penggabnngan 2 (dua) 

sub organisasi yang sebelumnya berdiri sendiri. Sehingga antara tugas 

Pol PP dan Pemadam Kebakaran meskipnn mayoritas tugas utamanya 

berada di Iapangan tetapi berbeda secara teknis, di satu sisi pengamanan 

ketertiban, dan ketentraman yang selalu berhadapan dengan masyarakat, 

sementara di sisi yang lain berhadapan dengan potensi kebakaran. 

Perbedaan dalam organisasi inilah yang membingungkan dalam 

rangka mengembangkan sumber daya aparatumya melalui diklat. 

Apabila dilaksanakan secara internal maka biaya yang dibutuhkan relatif 

besar, sehingga hams ada pembagian yang berkeadilan bagi selunJh 
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bidang yang berbeda-beda tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala 

Bidang Pemadam Kebakaran dalam kutipan wawancara berikut : 

"satpol pp dan pmk merupakan 2 bidang yang berbeda dan 
sekarang menjadi satu organisasi, jadi jelas semua butuh 
pengembangan keahlian setiap periode untuk mempertahankan 
pengetahuan kami dalam menguatkan tugas-tugas. Sehingga ada 
kebingungan jika diklat akan diadakan yang mana paling urgen saat 
ini. Petugas PMK atau fire resque ini melaksanakan tugas-tugas 
yang selalu membahayakanjiwa mereka sendiri dan juga memberi 
pertolongan kepada warga yang kena kebakaran dan menyangkut 
nyawa juga. Itu hams jenjang-jenjang diklat yang hams diikuti 
setiap tahun jangan sampai putus dulu, disamping itu juga petugas 
kami masih terus melakukan pengkaderan yang baru-baru". 
(Sumber: Kutipan Wawancara, tanggal18 September 2017). 

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan 2 ( dua) fungsi yang berbeda 

dari organisasi ini juga menjadi kendala dalam pengembangan sumber 

daya aparatur melalui diklat ini. Tentu saja adanya perbedaan tugas dan 

fungsi tersebut akan mengakibatkan jenis pendidikan dan pelatihan yang 

diperlukan juga berbeda. Jumlah personil yang berbeda tersebut tentunya 

memerlukan diklat yang berbeda. Apalagi masing-masing mempunyai 

jumlah personil yang banyak. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan dari Kepala Bidang 

SDA jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-

masing bidang meliputi : 
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Tabel4.10. Jenis Pendidikan dan Pelatihan Menurut Kebutuhan Masing­

Masing Bidang Satpol PP dan PMK Kabupaten Buhmgan 

No Bidang Jenis Pendidikan dan Pelatihan 

1. Penegakan Peraturan Pelatihan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) 
Daerah Pola 150-300 jam untuk Pol PP. 

2. Ketertiban Umum dan Pelatihan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) 
Ketentraman Masyarakat Pola 150-300 jam untuk Pol PP. 

3. Penanggulangan Masalah Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pemadam 
Kebakaran Kebakaran (Basic Fire Training) 

4. Sumber Daya Aparatur Analisis Kebutuhan Diklat, Analisis 
Jabatan, Pelatihan dan Pelatihan Dasar 
(Diklatsar) Pola 150-300 jam untuk Pol 
PP. 

Sumber: Hasi! Pendalaman Wawancara, Kab1d. SDA, 2017 

Menurut analisis yang dilakukan atas basil wawancara diatas 

menunjukkan bahwa masing-masing bidang memiliki kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan yang sama khususnya tmtuk 3 (tiga) bidang 

yaitu bidang penegakan peraturan daerah dan penanggulangan 

kemiskinan, yaitu pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pola 150-300 

jam. Kebutuhan Diklat yang sama pada ketiga bidang tersebut yaitu pola 

150-300 jam diperuntukkan untuk para calon PNS atau PNS yang akan 

mengisi jabatan sebagai petugas polisi pamong praja di lapangan. 

Berbeda dengan pejabat yang memangku jabatan di eselon N dan eselon 

III pola I 00 jam dan 50 jam, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan 

petugas di Japangan. 

c. Juni!ah Personil Lapangan 

Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan sangat penting dilaksanakan 

setiap tahunnya karena tmtuk memberikan bekal-bekal teknis bagi 

petugas pol PP dan pemadam kebakaran di lapangan. Namun pelatihan-
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pelatihan di Satpol PP dan PMK jangan sampai tidak diadakan. Kondisi 

ini sangat riskan mengingat tugas-tugas mereka yang bersentuhan 

langsung dengan tingkat risiko yang tinggi. 

Beberapa penjelasan yang sama diungkapkan oleh informan yang 

lain baik di Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah yang 

mengatakan yaitu : 

"Hampir setiap bidang perlu pelatihan-pelatihan teknis karena 
untuk memelihara kedisiplinan, pengetahuan mereka di lapangan. 
Mungkin tidak selumhnya dapat dilaksanakan setiap tahun, karena 
pegawai lapangan di Satpol PP dan PMK ini banyak dan ada dna 
fungsi vital yaitu pengamanan dan penanggulangan kebakaran. J adi 
harus dilakukan penjadwalan dan keteraturan pelaksanaan diklat 
agar semua bisa baik bekerja di lapangan" (Sumber : Kutipan 
wawancara tangga113 September 2017). 

Menurut penjelasan tersebut, bahwa pendistribusian pelaksanaan 

diklat tidak hams setiap tahun harus merata dilaksanakan karena semua 

pegawai membutuhkannya, karena di Satpol PP dan PMK saat ini dan 2 

(dna) tahun terakhir tidak ada pelaksanaan diklat-diklat untuk semua 

bidang yang menjadi bagian dari organisasi ini. Jumlah personil yang 

cukup banyak baik Pol PP dan PMK mempunyai kesulitan tersendiri. Hal 

ini disebabkan oleh harus ada pembagian alokasi anggaran yang 

seimbang diantara keduanya. Namun apabila semua dipenuhi dalam 

suatu anggaran tahunan akan menyulitkan, karena saling membutuhkan 

pendidikan dan pelatihan sebagai peningkatan kemampuan mereka 

masing-masing. Fungsi lain dari diadakannya pendidikan dan pelatihan 

tersebut, selain untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dan 

kemampuan lapangan, mereka juga membutuhkan rasa kekompakan dan 
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solidaritas diantara sesama petugas. Kebersamaan dan kekompakan 

senasib sepenanggungan dapat tercipta pada saat secara bersama-sama 

mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Data berikut menjelaskan 

jumlah personil petugas polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. 

Tabel4.1 1. Perbandingan Jumlah Personil Satpol PP dan PMK 

Unit Personil Jumlah 

Petugas Keamanan 56 

Petugas Pemadam Kebakaran 35 

Sumber : Data Sekunder, diolah 2017. 

Menurut data jumlah personil Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan, perbandingan jumlah keduanya Iebih banyak personilnya pada 

Satpol PP dibandingkan dengan personil pemadam kebakaran. Jumlah 

personil Satpol PP dan PMK yang dominan menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan penegakan perda, penertiban dan keamanan harus 

menyediakan jumlah personil yang banyak, karena terkait dengan 

penanggolangan kerawanan sosial yang selalu berbenturan dengan 

masyarakat dari berbagai kalangan. 

C. Pembahasan 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan 

Pelatihan Pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi 

dalam manajemen publik. Dalam konsep manajemen publik, pemerintah 

mengandalkan dan memberdayakan sumber daya manusia lebih dominan 

dibandingkan dengan sumber-sumber daya yang lain dan manusia yang 
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menggunakan dan mengendalikan sumber-sumber daya tersebut. Peran 

penting sumber daya manusia dalam organisasi menempatkan unsur 

manusia sebagai kunci utama dari agen perubahan dalam birokrasi 

pemerintah. 

Manajemen publik seperti halnya manajemen umum, JUga 

merupakan rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian · dan 

pengendalian terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi 

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang efektif 

dan efisien. Secara teoritis bahwa manajemen publik memiliki orientasi 

utama menyelenggarakan pelayanan publik melalui proses menggerakkan 

sumber daya yang ada dan non manusia sesuai dengan kebijakan publik 

(Ott, Hyde dan Shafritz, 1980). Beberapa konsep manajemen publik pada 

intinya yaitu melaksanakan fungsi-fungsi umum manajemen, yang 

didalanmya terkandung proses staffing yaitu menggerakkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia dalam manajemen sumber daya 

manusia (Allison, 1986 dalam Malunudi, (2010:37); Keban, (2004). 

Manajemen Sumber Daya Manusia menekankan pentingnya sumber 

daya manusia dalam memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi, 

sehingga beberapa fungsi dan kegiatan organisasi yang melibatkan sumber 

daya manusia dapat secara efektif dan efisien untuk kepentingan individu, 

organisasi dan masyarakat (Schuler, dkk (1992:16) Cushway, (1994:13) 

dalam Priyono, (2007:25). Menurnt Robbin dan Coulter, (2005:9) bahwa 

terdapat 2 (dua) fungsi pokok yaitu melaksanakan fimgsi manajerial dan 
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fungsi operasional. Fnngsi operasional berkaitan dengan tindakan-tindakan 

langsnng dalam mengelola sumber daya manusia yang meliputi : 

a. Pengadaan Tenaga Kerja, yang terdiri dari : 

I) Perencanaan SDM. 

:I 
2) Analisis jabatan. 

3) Penarikan pegawai. 

4) Penempatan kerja. 

5) Orientasi kerja. 

b. Pengembangan SDM, yang terdiri dari : 

I) Pendidikan dan pelatihan. 

2) Pengembangan karir. 

3) Penilaian prestasi kerja. 

c. Kompensasi atau Pemberian Balas Jasa, yang terdiri dari : 

I) Gaji. 

2) Insentif. 

3) Kenntungan. 

4) Kesejahteraan. 

d. Pengintegrasian, yang terdiri dari : 

I 1) Kebutuban karyawan. 
'I 

2) Motivasi karyawan. 

3) Kepuasan karyawan. 

4) Disiplin kerja. 

e. Pemelibaraan SDM, yang terdiri dari : 

1) Komnnikasi kerja. 
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2) Kesehatan dan keselamatan keija 

3) Pengendalian konflik keija 

4) Konseling keija. 

f. Pemutusan Hubungan Keija, yang terdiri dari : 

I) Pensiun. 

2) Pemberhentian atas permintaan seudiri. 

3) Pemberhentian Iangsung oleh perusahaan. 

4) Pemberhentian sementara. 

Organisasi Perangkat Daerah Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan sesuai togas pokok dan fungsinya bertujuan melaksanakan suatu 

kebijakan publik yaitu menegakkan peraturan daerah secara tegas dan 

konsisten, karena peraturan daerah merupakan suatu produk kebijakan 

pubh'k yang dihasilkan secara politik dalam suatu Iembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, merupakan 

representasi dari masyarakat Bulungan. Sehingga produk yang dihasilkan 

dapat berguna secara optimal untuk kepentingan publik, hams 

diimplementasikan sesuai ketentuan yang diatur di dalarnnya untuk seluruh 

masyarakat tanpa terkecuali. 

Pemerintah hams mengoptimalkan pelayanan publik, salah satu cara 

bagi organisasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas, barns 

mempertimbangkan dan memperhatikan aspek profesionalisme dan 

kompetensi pegawai yang dimilikinya. Petugas pelayanan akan selalu 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kemampuan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur yang baik memberikan 
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kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Manajemen sumber daya 

manusia diternpkan oleh Manajemen Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan melalui proses pengaturnn pengadaan pegawai dan 

pengembangan sumber daya manusia untuk meuingkatkan kualitas sumber 

daya aparntur. Manajemen pengadaan pegawai dilakukan untuk tenaga 

honorer yang akan direkrut sebagai tenaga perbantuan di Satpol PP, 

sedangkan Pegawai Negeri Sipil menjadi kewenangan BKPSDM dalam 

penentuan dan penempatannya. 

Pengembangan sumber daya aparatur dalam realitas organisasi 

Satpol PP dan PMK dipandang penting dan strntegis karena hampir semua 

tugas pokok dan fungsinya mengandalkan kemarnpuan tekuis pegawainya. 

Harnpir seratus persen petugas Satpol PP dan PMK merealisasikan tugas-

tugasnya di Japangan atau bernda di Juar kantor. Menurut Permendagri 

Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran 

secarn operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas 

pencegahan, pemadarnan dan penyelarnatan. Sedangkan menurut 

Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Polisi Parnong 

Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparnt pemerintah daernh dalarn 

penegakkan pernturnn daernh, penyelenggaraan ketertiban umum, dan 

ketentrnman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya aparatur yang dilaksanakan dalam rangka 

pengembangan aparntur oleh manajemen Satpol PP dan PMK setelah 

dianalisis meliputi : 
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a). Pengadaan dan Penempatan SDM. 

Pengembangan sumber daya aparatur yang efektif terletak pada 

kompetensi yang dimiliki aparatur. Kompetensi pengetahuan salah 

satnnya ditentnkan oleh pendidikan seseorang. Semakin 

berkembangnya pegawai di bidang tugasnya jika terdapat Iinearitas 

pendidikannya. Pada saat pengadaan aparatur yang dibutuhkan seperti 

petugas lapangan baik pamong praja maupun pemadam kebakaran 

tingkat pendidikan yang dipersyaratkan adalah minimal SMA atau 

sederajad. Pengadaan SDM ini pada umumnya untuk tenaga kontrak 

atau pegawai tidak tetap. 

Penempatan aparatur disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan 

yang dimiliki pegawai. Pada umumnya terdapat 2 ( dua) jenis pegawai 

yang dapat ditempatkan sesuai dengan pendidikiumya yatu pada 

pegawai honorer dan mutasi dari instansi lain ke dalam Satpol PP dan 

PMK. Untuk penempatan berdasarkan pendidikan, analisa yang 

dilakukan apabila tingkat pendidikannya SMA disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan setiap bidang, dengan pertimbangan pendidikan. 

Namun jika pendidikannya adalah SaJjana misalnya ekonomi dapat 

ditempatkan di bagian tata usaha atau sekretariat, dan bidang lain yang 

memerlukan. Sedangkan untuk srujana hukum ditempatkan pada bidang 

penegakan Perda, bidang ketentraman dan ketertiban. 

Pengembangan aparatur yang lain menurut peneliti yang biasanya 

diterapkan yaitu dengan melakukan perputaran staf (rolling) dalam 

rangka penyegaran dan pengembangan agar lebih mengnasai bidang-
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bidang yang lain, sehingga secara langsung dapat dilakukan kaderisasi 

pengetahuan terhadap pegawai tersebut. 

b). Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari manaJemen 

sumber daya manusia untuk tujuan pengembangan sumber daya 

manusia yang efektif dan efisien. Kualitas SDM dapat ditingkatkan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Peuingkatan kompetensi aparatur 

dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan juga pelatihan. Artinya 

terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan tergautung kebutuhan 

organisasi. 

Peuingkatan pendidikau dapat dipilib dengan memberikan 

kesempatan pada setiap aparatur meuingkatkan kemampuan 

pengetahuan dan wawasan berpikimya dengan meuingkatkan jenjang 

pendidikan yang lebib tinggi. Sedangkan pelatihan atau training juga 

diterapkan kepada aparatur untuk untuk meningkatkan keterampilan 

dan keabliannya (Wijaya, 1970:75; Soekijo, 1999:4). 

Pada umumnya pelaksanaan pelatihan yang diberikan oleh 

lembaga-lembaga resUll yang menyelenggarakan peningkatan 

kemampuan tekuis menggabtmgkan pendidikan dan pelatihan karena 

pola yang digunakan adalah memberi materi-materi di dalam mangan 

dan juga di luar ruangan atau kelas. Pengembangan dengau mekanisme 

pendidikan dan pelatihan di Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

134 

43327.pdf



l) Peningkatan Pendidikan Formal 

Pengembangan pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur 

perlu ditingkatkan agar semakin cerdas dalam bekerja Dalam 

pelaksanaannya pemerintah daerah telah memberi kebijakan untuk 

meningkatkan tingkat pendidikan yang dimilikinya saat iui dengan 

cara tugas belajar dan izin bela jar ke jenjang yang lebih baik. 

Berdasarkan pendapat Hasibuan (2007: 72-73), yang 

menguraikan bahwa terdapat dua jenis pengembangan SDM, yaitu 

pengembangan SDM secara formal dan secara informal. 

Pengembangan SDM secara formal yaitu SDM yang ditugaskan oleh 

lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang 

dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat 

Pengembangan SDM secara formal dilakukan karena tuntutan tugas 

saat iui maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, jenis 

pengembangan iui dapat memenuhi kebutuhan kompetensi SDM 

yang bersifut empirical needs dan predictive needs bagi eksistensi 

dan keberlanjutan lembaga. Pengembangan SDM secara informal 

yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan 

kesadaran dan keiugiuan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri 

sehubungan dengan tugasnya. Banyak cara yang dapat dilakuklan 

SDM untuk meningkatkan kemampuannya, namun jenis 

pengembangan iui memerlukan motivasi iutrinsik yang kuat dan 

kemampuan mengakses swnber-sumber informasi sebagai sumber 

bel ajar. 
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Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan dalam kenyataannya 

berdasarkan data-data yang disampaikan dalam wawancara dengan 

informan dan pengamatan peneliti sebagai aparatur sipil di 

Kabupaten Bulungan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan 

melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mendukung kepada setiap pegawai untuk mengikuti 

penjenjangan pendidikan. Pemberian dukungan secara formal untuk 

mengikuti penjenjangan pendidikan baik melalui mekanisme Tugas 

Belajar dan Izin Belajar kepada aparatur Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan. Dalam mekanisme pengembangan SDM 

melalui pendidikan seperti tugas belajar, pembiayaannya dapat 

melalui Bea Siswa dan juga berasal dari secara mandiri, namun 

pembiayaannya tergantung dari kemampuan ekonomi pegawai itu 

sendiri. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan sampai dengan saat 

ini telah terdapat 2 ( dua) orang yang masih aktif mengikuti 

penjenjangan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. 

Proses pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan 

pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan untuk pendidikan 

formal belum dilaksanakan perencanaan kebutuhan sumber daya 

aparatur menurut tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh 

organisasi tersebut. Kriteria pendidikan yang dapat ditingkatkan oleh 

sumber daya aparatur Satpol PP dan PMK khususnya ke pendidikan 

Srujana tidak ditentukan secara jelas, artinya semua program studi 

baik ekonomi, sosial, hukum, tekuik, administrasi, dan lain 
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sebagainya diperkenankan pimpinan. Pegawai yang ada di Satpol PP 

dan PMK telah beberapa orang melakukan penjenjangan pendidikan 

ke Smjana, namun kebanyakan setelah pengakuan pendidikan 

diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bulungan, mereka mutasi ke 

OPD lain dengan alasan pendidikan kurang sesuai di Pol PP dan 

PMK. Hal ini mengakibatkan aparatur dapat berpindah-pindah 

dengan mudah karena alasan pendidikan tersebut, dan akan 

mengurangi personil khususnya yang telah mengikuti pendidikan 

dan pelatihan dasar Satpol PP dan PMK. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya 

aparatur melalni pendidikan formal sudal1 tepat dan sesuai dengan 

teori pengembangan sumber daya manusia yang menjelaskan dapat 

ditempuh dengan pendidikan furmal. Pendidikan formal yaitu upaya 

meningkatkan pengetahuan individu sehingga kompetensi terhadap 

suatu bidang tertentu yang dimilikinya dapat memberi manfaat 

meningkatkan kinelja (perfonnance) di mana dia berada. 

2) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan 

Pengembangan kompetensi dan teknis sumber daya aparatur 

untuk jangka pendek dapat dipenulli dengan pendidikan dan 

pelatihan atau diklat. Diklat merupakan formulasi pemberian materi 

berupa konsep, teori dan pengertian yang dikombinasikan dengan 

praktik-praktik nyata yang pada akhimya untuk meningkatkan 

kompetensi berupa pengetahuan. 
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Menurut Hasibuan (2007: 69) yang mengemukakan bahwa 

pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoretis, konseptual, dan moral kmyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekeijaan/jabatan melalui pendidikan dan Jatihan. 

Berdasarkan data aparatur Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan khususnya petugas pengamanan dan pemadam kebakaran 

ruasih belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar 

Pol PP dan PMK sebagaimana yang dipersyaratkan. Dari 56 jumlah 

tenaga Satpol PP menurut data yang ada barn 20 ( dua puluh) orang 

yang benar-benar telah mengikuti Diklat dasar dengan pola 30-45 

jam, sedangkan sisanya yang beijumlah 36 (tiga puluh enam) belum 

mengikuti diklat dasar yang sebenarnya. Namun tiga puluh enam 

orang tersebut meskipun belum pernah mengikuti diklatsar sesuai 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2010 seperti diklat di SPN Balikpapan, tetapi telah diberikan 

pembinaan dan pelatihan internal (inhouse training) yang dari segi 

materi dan instruktur yang memberikan belum sesuai dengan yang 

dibutuhkan saat ini. Sedangkan petugas PMK yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan barn 5 (lima) orang sampai dengan saat ini, 

sisanya belum mengikuti sama sekali. 

Tujuan diberikannya pelatihan internal tersebut untuk 

membekali petugas yang belum paham dan masih barn menjadi 

petugas tersebut dengan pengetahuan dasar-dasar pengamanan, 

pengawalan dan penertiban yang kebanyakan dilakukan secara 
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praktik di lapangan tanpa pemberian materi di dalam kelas, untuk 

menambah wawasan secara teoritis. 

Diklat yang dilaksanakan Satpol PP dan PMK Kabupaten 

Bulungan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan dan pegawai 

seperti: 

1) Diklat prajabatan bagi pegawai yang akan diangkat sebagai 

PNS, 

2) Diklat kepemimpinan bagi pegawai yang akan menerima 

promosijabatan di eselon 2, 3 dan 4, 

3) Diklat teknis dan fungsional seperti diklat bendahara, pengadaan 

barang dan jasa, keuangan, pengelolaan barang milik daerah. 

4) Diklat dasar (diklatsar) untuk pendidikan dan pelatihan dasar 

bagi petugas keamanan, basic fire training 1mtuk pemadam 

kebakaran, 

5) Inhouse Training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di dalam 

internal organisasi. 

6) Pembinaan yaitu pemberian araban, pet!mjuk kerja, dalam upaya 

memfokuskan pada bidang tugas. 

Temuan basil penelitian bahwa pengembangan sumber daya 

aparatur melalui diklat tidak terlaksana selama 7 (tujuh) tahun sejak 

terakhir dilaksanakan pada tahun 2011 dengan dilaksanakan oleh 

lembaga yang khusus menangani diklat dasar, namun untuk pengkaderan 

dan pemberian materi bagi pegawai-pegawai bam masuk banya 

dilakukan inhouse training yang instruktur dan materi yang diberikan 
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tidak seperti halnya lembaga pendidikan terakreditasi yang lebih 

memberikan rasa semangat, meningkatkan kepercayaan diri petugas 

lapangan tersebut. 

Proses pengelolaan pendidikan dan pelatihan dimulai dengan 

analisis, yaitu analisis kebutuhan diklat (training need analysis) terhadap 

hal-hal yang akan menjadi objek pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan 

desain program pelatihan, yaitu langkah mendesain program-program 

pelatihan. T aha pan berikutnya adalah pelaksanaan dan penerapan, yaitu 

proses pelaksanaan dan penerapan program-program pendidikan dan 

pelatihan. Kemudian diakhiri dengan evaluasi yaitu tahap untuk 

memberikan penilaian dan analisa pengembangan. Pada setiap tahapan 

tersebut akan ada proses umpan balik, yang bertujuan uutuk mengontrol 

efektivitas pelaksanaan dan proses pelatihan. 

Perencanaan pelatihan pada hakekatnya adalal1 proses menyusuu 

rancangan program pelatihan, yaitu proses menyiapkan berbagai hal 

mengenai persiapan pelatihan. Secara umum menurut Gomes, 

(2000 :204) mengemukakan ada tiga tahap pad a pelatihan yaitu tahap 

penilaian kebutuhan, tallap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. 

Atau dengan istilali lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan 

pelatihan dan fase pasca pelatihan. 

Sebelum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi aparatur 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Buluugan, dilakukan proses perencanaan 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagainlana digambarkan berikut : 
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Gambar 4.2. Proses Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Satpol 
PP dan PMK Kabupaten Buluugan 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti. 

Perencanaan kebutuban peudidikan dan pelatihan pada Satpol PP 

dan PMK diawali pertama kalinya dengan menganalisa kebutuban 

peningkatan kualitas SDM petugas Satpol PP dan PMK berdasarkan 

kebutuban nyata di lapangan dan peningkatan kineJja. Beberapa tolok 

ukur yang diguuakan yaitu dengan melihat dan menganalisa : 

a. Kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur saat ini, apakah 

masih kurang atau tidak memadai. Kompetensi aparatur dianalisa 

dengan melihat kemampuan teknis dalam pekeJjaan yang 

ditangananinya. Apakah dalam menyelesaikan pekeJjaannya 

seringkali tidak sesuai, kurang memahami sistem kerja dan bidangnya, 
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dan tidak mampu beradaptasi dengan peke:Ijaannya karena 

sebelumuya tidak berada di bidang yang sama. 

b. Keterampilan ke:Ija yang dimiliki, yaitu kemampuan meuyelesaikan 

suatu tugas dan peke:Ijaannya dengan cekatan, kemudahan dan 

inovatif secara mandiri. Artinya begitu aparatur tersebut ditugaskan 

untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan sesuai dengan perintah dan tepat 

sesuai prosedur pekeijaannya. 

c. Sikap dan Mental, yaitu meuyangkut kepercayaan diri aparatur dalam 

melaksanakan pekeijaannya. Semakin percaya diri menyelesaian suatu 

pekeijaan, maka semakin baik kineijanya karena adanya motivasi 

pribadi yang mendorong dirinya untuk beke:Ija secara sungguh­

suugguh. Namuu seringkali aparatur tidak meruiliki rasa percaya diri 

atau ruinder dengan rekan-rekan ke:Ija dan lingkuugannya maka perlu 

disatukan melalui suatu kelompok-kelompok yang efektif dapat 

meningkatkan rasa percaya dirinya 

d. Pengalaman Ke:Ija, yaitu pengalaman ke:Ija dalam bidanguya yang 

ditangani saat ini. Aparatur mungkin memiliki masa kelja yang tinggi, 

tetapi terkadang pengalaman keijanya di bidang administrasi. Karena 

saat ini ditugaskan sebagai aparatur Pol PP atau PMK maka 

pengalaman keija di bidang ini sangatlah minim, sehingga 

memerlukan peudidikan dan pelatihan uutuk menambah wawasan dan 

kemampuan keijanya. 
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Proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk 

petugas Satpol PP dan PMK dilakukan oleh Bidang Sumber Daya 

Aparatur dengan menganalisa kebutuhan nyata masing-masing aparatur 

di lapangan. Hasil perencanaan tersebut kemudian disampaikan kepada 

Kepala Satpol PP dan PMK sebagai pimpinan OPD. Pimpinan akan 

mengevaluasi usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut, 

dengan melibatkan bawahan-bawahannya seperti Sekretaris, Kepala Sub 

Bagian Program dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. Usulan yang disampaikan akan dianalisa dengan 

pertimbangan pada : 

a. Batas Ketersediaan Anggaran (Pagu Dana), yaitu jumlah dana yang 

disediakan untuk OPD Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

setiap tahunnya. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui 

kegiatan dalam anggaran OPD. Pada umunmya jenis belanja yang 

disediakan untuk kepentingan atau urusan yang sifatuya wajib 

terlebih dahulu, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, 

tenaga honorer, kemudian penyediaan operasional perkantoran 

seperti ATK, peralatan dan perlengkapan keija, peijalanan dinas, 

kebersihan dan lain sebagainya. Apabila dana untuk membiayai 

urusan yang sifatuya wajib sudah terpenuhi, dan masih tersedia 

anggaran yang mencukupi, maka program peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan dapat 

dipertimbangkan dengan tetap mempertimbangkan kegiatan-kegiatan 

Iainnya yang lebih urgens dan mendesak untuk dianggarkan. 

, I 
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b. Skala Prioritas., yaitu tingkat keutamaan dan keharusan suatu 

kegiatan diselenggarakan berdasarkan urgensinya yang akan 

memengaruhi dampak secara Juas di sekitar lingkungan kerja. Satpol 

PP dan PMK memiliki tugas-tugas penegakan Peraturan Daerah, 

Ketertiban dan Kentraman Umum, dan Penanggulangan Masalah 

Kebakaran yang seluruhnya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat bernpa lintas sektor 

dengan OPD atau instansi vertikal lainnya dalam melaksanakan hal­

hal yang memerlukan penanganan khusus seperti Pilkada, Pemilihan 

Legislatif, Pilpres dan pengamana lainnya dalam kaitannya di 

wilayah Kabupaten Bulungan, sehingga prioritas tersebut menjadi 

salah satu faktor yang dipertimbangkan perlu atau tidaknya 

pendidikan dan pelatihan dapat dianggarkan atau tidak, karena 

memerlukan dana yang cukup besar dalam DP A Satpol PP dan PMK 

dan akan berdampak pada beban anggaran kegiatan lain yang lebih 

prioritas. 

c. Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Sebelumnya, 

yaitu dengan melihat capaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan beberapa periode sebelumnya yang pernah dilaksanakan 

dalam organisasi tersebut. Tujuannya untuk melihat manfaat yang 

dapat diperoleh secara efektif untuk seluruh aparatur Polisi PP dan 

PMK. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebelumnya apakah 

telah memenuhi ekspektasi yang ditetapkan untuk meningkatkan 

kualitas SDM yang memberikan kineija yang tinggi atau tidak, juga 
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dengan melihat persentase aparatur yang belum diberikan pendidikan 

dan pelatihan pada waktu itu, sehingga dapat menjadi pembanding 

yang wajar untuk pertimbangan pengalokasian dana Pendidikan dan 

Pelatihan di OPD. 

Keputusan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat 

dilaksanakan setelah dilaknkan analisis di tingkat internal, dengan 

mempertimbangkan pendanaan yang tersedia, rencana penganggaran dan 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara internal maupun melalui 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten 

Bulungan. Apabila BKPSDM Kabupaten Bulungan menerima usulan 

yang disampaikan dari Satpol PP dan PMK, maka Diklat dapat 

dilaksanakan dengan kebijakan yang ditentukan oleh BKPDSDM 

Kabupaten Bulungan baik dari segi jumlah peserta dan tempat 

penyelenggaraan Diklat. Namun apabila tidak tersedia dalam kebijakan 

BKPSDM dapat dialokasikan sendiri dalam DP A Satpol PP dan PMK, 

dengan perencanaan materi dan instruktur yang akan mengisi pendidikan 

dan pelatihan internal tersebut. 

Konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM menurut 

Werther (1989:287) yaitu pada prinsipnya meliputi (a) penilaian 

kebutuhan (need assessment); (b) Perumusan tujuan pelatihan dan 

pengembangan (training and development objective); (c) lsi Program 

(programe content); (d) Prinsip-prinsip belajar (learning principles); (e) 

Pelaksanaan program (actual program), (f) Keahlian, pengetahuan, dan 

145 

43327.pdf



kemampuan pekerja (skill knowledge ability of works); dan (g) evaluasi 

(evaluation). 

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur bagi Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis 

khususnya keahlian dan sikap aparatur, serta wawasan kerja sehingga 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaksanaan tugas sehari­

hari. 

Menurut Mangkunegara (2008:52) tujuan pelatihan dan 

pengembangan antara lain yaitu : 

a) Meningkatkan penghayatanjiwa dan ideologi. 

b) Meningkatkan produktivitas kerj a. 

c) Meningkatkan kualitas kerja. 

d) Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

e) Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

f) Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal. 

g) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

h) Menghindarkan keusangan (obsolescence). 

i) Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. 

Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Satpol PP dan PMK 

dilaksanakan dalam suatu program dan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan, yang dapat direalisasikan secara internal organisasi dan 

eksternal organisasi. Pelaksanaan Diklat sampai dengan saat ini 

berdasarkan data yang telal1 diuraikan sebelunmya bahwa pendidikan dan 
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pelatihan terakhir yang benar-benar untuk meningkatkan kompetensi 

kerja Satpol PP kbususnya pada tahun 2011. Sedangkan petugas PMK 

belum seluruhnya mengikuti Diklat tersebut. Dengan demikian 

kompetensi dan keahlian petugas Satpol PP dan PMK belum memadai 

karena kompetensi dan pemahaman pekerjaan yang tidak teropgrade 

dengan optimal. Meskipun tujuan dari pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan pengbayatan pekerjaan, 

namun belum seluruhnya sasaran tersebut dapat menjangkau seluruh 

aparatur Satpol PP dan PMK. 

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk petugas Satpol 

PP dan PMK Kabupaten Bulungan pada tahun 2013 dan 2014 adalah 

pelatihan dan pelatihan internal atau disebut bersifat On The Job 

Training. On The Job Training menurut Cherrington (1995), adalah 

metode yang dilakukan oleh instansi kepada pegawai dengan tetap 

bekerja sambil mengikuti pendidikan dan latihan. Pegawai secara internal 

dilatih dan dibimbing oleh pegawai Jain yang berkemampuan tinggi dan 

mempunyai kewenangan melatih. Pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan dalam bentuk job instruction training. Pelatihan ini dimulai 

dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan, dan menunjukkan 

langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dari masing-masing 

tugas dasar pekerjaan. Pelatihan tersebnt seperti halnya melaknkan 

simulasi pengamanan, penertiban dengan instruksi yang diberikan oleh 

seorang pegawai senior yang memaharni tahapan-tahapan tersebut. 
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Disamping pelatihan On The Job Training, pada tahun 2011 dan 

2015 pendidikan dan pelatihan juga dilaksanakan secara Qff The Job 

Training. Pelatihan ini adalah pendekatan pelatihan di luar tempat keJja 

dilakukan di tern pat -tern pat pemusatan pelatihan pegawai seperti Badan 

Diklat. Menurut Sule dan Saefullah, (2009:205) program 

pengembangan pegawai dalam organisasi yaitu off the job 

training diantaranya yaitu Executive development program, yaitu 

program pengiriman pegawai untuk berpartisipasi dalam berbagai 

program khusus di luar organisasi yang terkait dengan analisis kasus, 

simulasi, maupun metode pembelajaran lairmya. Pendidikan dan 

pelatihan pada Satpol PP dan PMK yang dilaksanakan adalah dengan 

mengirimkan sebanyak 20 orang tenaga Satpol PP ke balai atau lembaga 

diklat yang tersertifikasi resmi di SPN Balikpapan pada tahun 2011 , dan 

sebanyak 5 orang tenaga PMK ke Pusdiklatkar di Ciracas Bogor untuk 

diklat dasar pemadam kebakaran. 

T erkait dengan materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan 

pada pelatihan yang bersifat On The Job Training (pelatihan internal) 

materi yang diberikan difokuskan dalam penanganan tugas-tugas sehari­

hari yang rutin dilaksanakan petugas Pol PP di lapangan. Materi yang 

diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan telah disesuaikan 

dengan tujuan utamanya, yaitu agar setiap petugas cakap dan mengerti 

serta memahami tugas utamanya dalam pengamanan dan penanganan 

massa. Tujuannya adalah peningkatan keterampilan, mestinya materi 
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yang diberikan lebih banyak bersifat praktek dan sirnulasi menurut 

intruksi yang diberikan. 

Dengan demikian berdasarkan ternnan-temuan tersebut, dapat 

diinterpretasikan terhadap pengernbangan Sumber Daya Aparatur melalui 

pendidikan dan pelatihan pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

lebih profesional dan memiliki kinelja yang tinggi. Jenis pengembangan 

tersebut meliputi : pertama, penempatan dan pengernbangan Sumber 

Daya Aparatur sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya agar 

memahami secara efektif dan efisien pekeljaan sehari-hari. Kedua, yaitu 

melalui pendidikan dan pelatiban, dirnana diberikan 2 (dua) jenis 

program yaitu peningkatan pendidikan formal, dan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan bagi petugas Satpol PP dan PMK. 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diwujudkan dalam bentuk 

pertama, Off The Job Training yaitu pelatihan yang dilaksanakan di luar 

tempat pekeljaan dengan mengirirnkan peserta pelatihan ke lembaga 

penyelenggaraan diklat yang resmi dan terakreditasi, kedua, On The 

Training yaitu pelatihan yang dilaksanakan dengan tidak meninggalkan 

tempat pekeljaan tersebut.pelatihan ini diberikan dalam bentuk intruksi 

pekeijaan (job instruction training) yang dilaksanakan selama beberapa 

hari dengan materi yang tidak belum memenuhi kebutuhan dasar 

pekeijaan dan cenderung sirnulatif untuk mempermudah penerapan 

pekerjaan di Iapangan, sehingga lebib memahami apa yang harus 
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diperbuat dalam keadaan di lapangan, namun pelatihan ini banyak 

dilakukan di lapangan dan tidak teijadi di dalam kelas. 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan saat 

1lll belum dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya setelah 

tahun 2011 yang merupakan pendidikan dan pelatihan formal dengan 

peserta 20 orang selama 30 hari dengan materi dan instruktur yang 

dibutuhkan dalam dasar pekeijaan Satpol PP, tidak ada lagi pendidikan 

dan pelatihan untuk petugas Satpol PP. Untuk petugas PMK pendidikan 

dan pelatihan dasar pemadam kebakaran dilaksanakan pada tahun 2015 

sebanyak 5 orang dengan pengiriman ke lembaga pendidikan dan 

pelatihan resmi. Namun secara keseluruhan perbandingan jumlah petugas 

Satpol PP dan PMK yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar 

dengan yang belum mengikuti masih relatif lebih banyak yang belum 

mengikuti. Sehingga pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur 

pada Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan melalui pendidikan dan 

pelatihan belum memadai dan belum sesuai dengan yang diharapkan 

untuk meningkatkan kemampuan teknis, keterampilan, sikap dan mental 

aparatur sehingga lebih profesional dan memiliki kineija dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pengembangan stunber daya manusia yang dilakukan meliputi 

diklat kurang memadai dan akan berdampak pada kurang 

berkembangnya sumber daya aparatur pada Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan, disebabkan pengetahuan, wawasan keija, 

keterampilan, sikap dan mental sebagai petugas yang hams mampu 

150 

43327.pdf



I 
I 

, I 

melakukan komunikasi dan eduksi kepada masyarakat tidak cuknp 

meDiadai. Sehingga hal tersebut akan mengak:ibatkan persoalan dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang selalu berhubungan dengan masyarakat, 

yang sejatinya tugas-tugas Satpol PP dan PMK tidak melulu menertibkan 

dan menjaga keamanan dan ketentraman, tetapi juga melayani 

masyarakat dengan memberikan pemahaman-pemaiiaman yang lebih 

baik sehingga masyarakat secara sadar akan patnh terhadap perundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bulungan.. 

2. Kendala-Kendala Yang Menghambat Pengembangan Somber Daya 

Aparatur Melalui Pendidikau dan Pelatihan Pada Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan 

Berdasarkan temuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan 

wawancara, kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan yaitu : 

a. Tidak Adanya Anggaran Pengembangan SDA Melalui Pendidikan dan 

Pelatihan 

Terselenggaranya pengembangan sumber daya manusm yang 

efektif melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan 

merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan dan pelatihan dapat terlaksana sesuai dengan 

kualitas yang diperlukan dan kuantitasnya menjangkau seluruh 

kebutnhan personil pegawai harus didukung ketersediaan anggaran 

yang memadai. Mendidik dan melatih dalam suatu lembaga formal 
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memerlukan biaya yang tidak sedikit, karena mehbatkan materi yang 

akan disampaikan dan tenaga instruktur yang berkualitas. 

Sekecil apapun kegiatan pelatiban pasti membutuhkan 

biaya/dana. Oleh karena itu amat penting untuk menghitung untung rugi 

dari pelaksanaan suatu pelatihan. Dalam hal ini si perancang program 

pelatiban harns mengmnpulkan berbagai informasi yang menyangkut 

hal-hal seperti biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk partisipan 

maupun trainer, apa keuntungan yang akan diperoleh dari pelatihan 

tersebut dan berapa lama hal itu bisa dicapai, apakah biaya pelatihan 

masih sesuai dengan budget yang ada. 

Realitas pelaksanaan pendidikan dan pelati11an bagi petugas 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Buhmgan tidak dapat dilaksanakan 

secara memadai, disebabkan kompetensi yang seharnsuya dimiliki oleh 

seluruh aparatur tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh belum 

seluruhnya aparatur telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar 

baik polisi PP dan PMK. Sesuai data yang ada barn 20 (dna puiuh) 

orang tenaga Satpol PP yang telah mengikuti diklatsar, sisanya 36 (tiga 

puiuh enam) buian mengikuti. Petugas PMK barn 5 (lima) orang 

sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puiuh) orang juga belum 

mengikuti diklat pemadam kebakaran. 

Berdasarkan data anggaran pendidikan dan pelatihan pada Satpol 

PP dan PMK menunjukkan bahwa anggaran yang tidak tersedia selama 

tahun 2016 dan 2017 untuk mengikuti diklat dasar baik polisi PP dan 

PMK tidak tersedia sama sekali. Dalam upaya memelihara dan 
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mempertahankan kompetensi petugas Satpol PP hanya tersedia 

anggaran untnk pelatihan internal selama 2 (dua) tahun yaitu 2013 dan 

2014. Hal ini juga dibuktikan dalam penelaahan terhadap rencana kelja 

anggaran yang tidak tersedia program dan kegiatan untnk diklatsar, 

yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2011 untnk Satpol PP. 

Dengan demikian sesuai dengan teori pengembangan SDM melalui 

pendidikan dan pelatihan, anggaran pembiayaan sangat menentukan 

diklat dapat terlaksana. 

b. Kurangnya Komitmen Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan. 

Proses penganggaran pendidikan dan pelatihan untnk Satpol PP 

dan PMK dalam anggaran OPD kurang menjadi prioritas penting oleh 

manajemen Satpol PP dan PMK pada periode kepemimpinan 

sebelumnya. Komitmen meningkatkan kualitas SDM seharusnya 

sejalan dengan komitmen perencanaan dalam penganggarannya. 

Peningkatan kualitas SDM tidak cukup hanya melalui pembinaan rutin 

dalam setiap apel pagi atau kesempatan tertentu, tetapi memerlukan 

internalisasi pengetahuan, dan praktik-praktik yang teraplikasi secara 

materi dan fisik. 

Meskipun beberapa tahun ini tidak terlaksana diklat akibat tidak 

tersedianya anggaran, khususnya di tahun 2016 dan 2017. Perencanaan 

untuk menganggarkan dalam diklat kurang efektif sebagian besar untuk 

kegiatan operasional perkantoran dan belum mengakomodasi 

kebutuhan kualitas SDM pada Satpol PP dan PMK. 
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Kurangnya komitmen dan kepedulian pimpinan menjadi salah 

kendala dalam pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong 

Pnya dan Pemadam Kebakaran. Perlunya perhatian petugas Satpol PP 

dalam penegakan perda secara rutin di setiap wilayah perkotaan, namun 

hal tersebut tidak beJjalan sesuai harapan. Rendalmya implementasi 

tugas-tugas tersebut merupakan kurangnya kualitas SDM dalam 

melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran 

yang teJjadi, karena komitmen pimpinan yang kurang optimal. 

c. Jumlah Petugas Lapangan Yang Cukup Banyak 

Penanganan ketertiban dan ketentnunan memerlukan personil 

yang cukup banyak dan harus sebanding dengan pengendalian terhadap 

massa yang harus dihadapi. Oleh sebab itu personil Satpol PP dan PMK 

harus memadai untuk mendukung tugas-tugas di Iapangan. Personil 

tersebut meskipun jumlahnya cukup banyak harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai, sehingga 

kompetensi tersebut harus merata diperoleh setiap personil, melalui 

pengembangan sumber daya aparatur yang efektif dan efisien. 

Pengembangan sumber daya manusia dengan Iangkah pendidikan dan 

pelatihan sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan 

faktor penunjang dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi. 

Jumlah pegawai yang beJjumlah 91 (Sembilan puluh satu) onmg 

petugas lapangan menyulitkan pendidikan dan pelatihan baik Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat terlaksana secara 
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memadai dan kontinyu. Hal ini jika dilaksanakan secara konsisten dan 

berke1anjutan akan mengalabatkan pembiayaan yang cukup besar. 

d. Pe1aksanaan 2 (dna) Fungsi Berbeda dalam Organisasi 

Togas dan fungsi Satpo1 PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

terdiri dari beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 

Bulungan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KeJja Satuan Polisi Pamong 

Praja Dan Pemadam Kebakarau Kabupaten Bulungan adalah 

me1aksanakan : pertama, togas penunjang di bidang ketenteraman dan 

ketertiban ummn, kedua, perliudungan masyarakat yang meliputi di 

dalamnya urusan ketentraman dan ketertiban umtun dan penanganan 

permasalahan kebakaran. 

Adanya 2 (dua) fungsi tersebut, mengakibatkan terbentuknya 2 

(dna) gugus satuan penting yaitu polisi pamong praja dan pemadam 

kebakaran. Untuk mengemban tugas-tugas yang berbeda-beda tersebut, 

telah diatur dalam suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 

di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penye1enggaraan Pendidikan dan Pe1atihan Dasar 

Polisi Pamong Praja, yang pada intinya mewajibkan kepada petugas-

petugas tersebut standar yang wajib dimiliki pada saat akan menjadi 

pejabat tersebut dan harus dipenuhi untuk menghindari risiko pekeijaan 

yang akan berdampak pada kese1amatan dirinya sendiri dan masyarakat 

mnunmya. 
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Adanya 2 (dua) fungsi yang berbeda yang sama-sama 

memerlukan pendidikan dan pelatihan secara beijenjang dan 

berkelanjutan. Sehingga hal ini akan menyulitkan perencanaan dan 

penganggarannya. Faktor keadilan dan keseimbangan dalam 

mencermati kebutuhan sumber daya aparatur di lapangan, sangat 

penting untuk mengbindari kecemburuan di kalangan petugas tersebut, 

karena semuanya membutuhkan untuk peningkatan kineijanya masing-

rna sing. 
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A.Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengembangan kualitas sumber daya aparatur Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan dilakukan untuk menyediakan aparatur yang memiliki 

kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

baik dalam memberikan pe1ayanan ketentraman, ketertiban, dan 

penanggulangan masalah kebakaran kepada masyarakat Kabupaten 

Bulungan. Pengembangan sumber daya aparatur diimplementasikan melalui 

pelaksanaan pengadaan dan penempatan stunber daya aparatur sesuai 

dengan pendidikan, dan pendidikan dan pelatihan. 

2. Pendidikan dan pelatihan pada Satpol PP dan PMK dilakukan melalui 2 

(dua) strategi yaitu pertama, peuingkatan jenjang pendidikan, dan kedua, 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan kepada aparatur bersifat On The Job Training yaitu dengan 

pelatihan yang dilaksanakan secara internal organisasi, dan Off The Job 

Training dengan mengirimkan aparatur ke lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan secara formal. Dalam upaya pelaksanaannya telah 

berdasarkan prosedur perencanaan analisa kebutuhan pegawai dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kompetensi yang dimiliki, keterarnpilan 

dalam melaksanakan tugas, sikap dan mental, dan pengalarnan keija, dan 
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kemudian d.ilakukan analisis anggaran untuk pengalokasian apakah melalui 

internal organisasi atau ekstemal organisasi. 

3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterarnpilan, sikap dan mental aparatur Satpol PP dan PMK 

Kabupaten Bulungan secara berkelanjutan tidak terlaksana secara memadai, 

disebabkan pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan 

khususnya setelah tahun 2011, tidak d.ilakukan Iagi pendidikan dan 

pelatihan dasar bagi Satpol PP, sehingga sejak tahun 2012 sampai dengan 

2017 tidak ada pendidikan dan pelatihan bagi petugas Satpol PP, namun 

pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan bagi aparatur pemadam 

kebakaran dengau mengirimkan sebauyak 5 (lima) orang untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran selama 5 (lima) hari. 

Dengau demikian pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui 

pendidikan dan pelatihan bagi petugas Satpol PP dan PMK masih belum 

memadai, karena seluruh aparatur tersebut belum selumhnya mengikuti 

diklat yang dipersyaratkan dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan 

Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, dan tidak 

terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan 

profesionalitas aparatur secara periodik. 

4. Pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pada 

Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungau dalam pelaksanaannya selama ini 
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belum memadai, hal ini disebabkan oleh ada kendala-kendala yang 

menghambat di dalaumya yaitu : 

a. Tidak Tersedianya Anggaran Pendidikan dan Pelatihan. Data 

menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pada tahun 

2011 dengan mengirimkan sebanyak 20 orang tmtuk diklatsar Satpol PP, 

sedangkan 2013 dan 2014 anggaran tersedia dan hanya bersifat diklat 

internal. Pada tahun 2015 sampai 2017 tidak tersedia Iagi anggaran untuk 

itu, namun tetap mengirimkan sebanyak 5 (lima) orang untuk petugas 

PMK dengan dana dari BKPSDM. Sehingga diklat tidak dapat 

diselenggarakan untuk selurub aparatur Satpol PP dan PMK yang belum 

pemah mengikuti diklat. 

b. Kurangnya Komitmen Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran 

yang tidak tersedia untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

khususnya di internal Satpol PP dan PMK Kabupaten Bulungan 

khususnya sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mengakibatkan upaya 

meningkatkan kompetensi aparatur menjadi terhambat, sedangkan 

pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Satpol PP dan PMK perlu terns 

diupgrade unnik meningkatkan kompetensinya. 

c. Jumlah Personil Yang Cukup Banyak. Secara keseluruban jumlah 

aparatur khusus polisi pamong praja dan PMK beijumlah 91 (sembilan 

puluh satu) orang, sedangkan yang sudah mengikuti diklat sebanyak 25 

( dua puluh lima) orang. Jumlah personil yang belmn mengikuti diklat 

sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Sehingga jumlah yang cukup 

banyak tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar dan akan 
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mengalabatkan beban anggaran yang cukup besar. Hal ini menjadi 

dilematis karena di satu sisi harus mempertimbangkan ketersediaan diklat 

namun disisi yang lain akan mengurangi kegiatan lainnya yang bersifat 

wajib. 

d. Perbedaan 2 ( dua) fungsi berbeda dalam organisasi. Adanya Peraturan 

Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2016, mengakibatkan tugas dan 

fungsi organisasi memiliki 2 (dua) fungsi yaitu pertaTna, tugas penunjang 

di bidang ketenteraman dan ketertiban mmun, kedua, perlindungan 

masyarakat yang meliputi di dalanmya urusan ketentraman dan 

ketertiban umum dan penanganan permasalahan kebakaran. Sehingga 

pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dimiliki oleh aparatur 

tersebut juga berbeda, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam suatu 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar 

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran-saran 

yang dapat disampaikan : 

1. Pendidikan dan pelatihan bagi Satpol PP dan PMK tidak cukup sampai 

dengan pendidikan dan pelatihan dasar yang telah dilaksanakan sampai 

dengan saat ini, tetapi hams ditingkatkan dengan diklat-diklat lanjutan yang 

sudah diatur dalam PP Nomor II Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20IO 

I60 

43327.pdf



I 

' ' 

; : 
I 

I I 
I I 
~ I 
I I 

1 11 
1 I 

! 

i I 

I 
I 

I I 
1 i 

j I 

I I 

:I 
I' 

i 
'i 
'I II I, 
I' 
I I 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi 

Polisi Pamong Praja, oleh karena itn diklat-diklat teknis hams terprogram 

dengan baik dalam penganggaran setiap tahnnnya, mengingat tngas-tngas 

rutin yang dilaksanakan selalu melibatkan pengerahan SDM internal dengan 

kuantitas dan kualitas yang memadai. 

2. Pola rekrutmen SDM bagi petngas polisi pamong praja dan pemadam 

kebakaran agar Iebih berkualitas perlu menerapkan standar yang Iebih baik, 

misalnya memiliki kemampuan khusus, kemampuan baris berbaris, sikap, 

dan berintegritas tinggi serta pengalaman ke!ja, sehingga menjadi motivasi 

bagi pegawai-pegawai yang lain. 

3. Mengikutsertakan beberapa pegawai secara khusus untuk dididik menjadi 

tenaga instruktnr (TOT) bagi penyelenggaraan inhouse training (pelatihan 

internal) agar proses pengembangan sumber daya aparatur di bidang polisi 

pamong praja dan pemadam kebakaran tetap terlaksana secara berkelanjutan 

dan tidak terputns meskipun terjadi kendala anggaran. 

4. Melakukan pengkajian terhadap analisis kebutnhan diklat (Training Need 

Analysis) terhadap petngas Satpol PP dan petngas PMK, agar diketahui 

skala prioritas dan kebutnhan yang perlu segera mendapatkan pelatihan 

dengan memantau pengalaman ke!ja di bidangnya, kecakapannya, dan 

diklat yang pernah diikuti. 
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Lampran : Pedoman Wawancara 

Keterangan 

1. Daftar pertanyaan ini disusun untuk digunakan sebagai alat mengumpulkan 

data, fakta dan informasi sebagai bahan penulisan Tesis Magister administrasi 

Punlik 

2. Judul Tesis "Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan 

Pelatihan di Dinas satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Kabupaten Bulungan" 

ldentitas Informan 

Nama Informan 

Jabatan Informan 

Pangkat/Golongan 

Daftar Pertanyaan 

1. Apakah sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas-tugas di Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini sudah memenuhi 
kebutuhan secara kuantitas dan kualitas pekerjaaunya ? 

2. Seperti apaka11 pengembangan SDM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
kantor dan pekerjaan ? 

3. Bagaimanakah proses pengembangan SDM dilakukan ? 

4. Apakah pendidikan dan pelatilian bagi pegawai secara kontinu dilakukan ? 

5. Siapakah yang memiliki tugas dan kewenangan merencanakan dan 
memetakan kebutuhan diklat ? 
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6. Apakah keterampilan pegawai sudah memadai dalam pelaksanaan tugasnya ? 

7. Apakah setiap bagian/bidang memiliki kewenangan dalam merencanakan/ 
melaksanakan diklat ? 

8. Bagaimanakah perencanaan diklat dilakukan untnk setiap bagianlbidang? 

9. Bagaimanakah menentukan prioritas program diklat yang diperlukan saat ini 
di satpol.PP dan PMK ? 

10. Bagaimanakahjenis diklat yang diperlukan sesuai tupoksi pegawai saat ini? 

11. Bagaimanakah mekanisme pengnsulan diklat untnk pegawai ? 

12. Apakah tujuan yang ingin dicapai melalui diklat 

13. Bagaimanakah hasil (output) setelah pegawai melaksanakan diklat ? 
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14. Apakah pengernbangan SDM sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dan kebutuhan organisasi ? 

15. Apakah kenda1a-kendala yang dihadapi oleh organisasi dalarn rnelaksanakan 

diklat dalarn pengernbangan surnber daya rnanusia ? 
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